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MOTTO 

 

ب االاَاوَاٰللُّاااٰتٰٮكُمۡ اابِّمَا ااتفَۡرَحُوۡااوَلاَافاَتكَُماۡامَااعَلٰىاتاَۡسَوۡاال ِّـكَيۡلَا فَخُوۡرِّ اامُخۡتاَل ااكُل اايحُِّ  

Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula 

terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak 

menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. 

(Q.S Al-Hadid : 23) 
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ABSTRAK 

 

 Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya 

adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali, dana 

tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Sebagian petani 

tidak mengetahui apa itu Bank Syariah apalagi produk – produk yang ada di 

bank Syariah dan kebanyakan petani meminjam permodalan di Bank 

Konvensional dengan alasan mudah dalam proses pengajuan pembiayaan.  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi yang 

dilakukan oleh Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya dalam 

pembiayaan dengan akad musyarakah terhadap petani ketela. Penelitian 

inimerupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan 

kualitatif. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data 

sekunder. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi dengan pihak PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program – program pembiayaan 

dengan akad musyarakah terhadap petani ketela. Pembiayaan Musyarakah ini 

diberikan kepada para petani untuk bekerja sama melakukan sebuah usaha 

yang nanti keuntungan nya di bagi sesuai ketentuan dari awal pada saat akad. 

Karena Musyarakah adalah sebagai metode pembiayaan terbaik dalam hukum 

Islam, karena metode pembiayaan ini didasarkan pada keikutsertaan bank dan 

nasabah mitra dalam menanam modal, pembagian keuntungan dan tanggung 

jawab atas kerugian atau resiko yang timbul untuk suatu usaha tertentu. 

 

Kata Kunci : Pembiayaan, Akad Musyarakah, Peran Pembiayaan Syariah 

untuk Pertanian Ketela 
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ABSTRACT 

 Islamic Bank is a financial institution whose main activity is to collect 

funds from the public and channel them back, these funds to the public and 

provide other banking services. Some farmers do not know what Islamic Banks 

are, let alone the products in Islamic banks and most farmers borrow capital 

from Conventional Banks with the reason that it is easy to apply for financing. 

 The purpose of this study was to determine the implementation carried out 

by Islamic banks or other Islamic financial institutions in financing with 

musharaka contracts for cassava farmers. This research is a field research using 

a qualitative approach. The data in this study were sourced from primary data 

and secondary data. With data collection techniques through observation, 

interviews and documentation with the PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati. 

 The results of this study indicate that the financing programs with a 

musharaka contract are for cassava farmers. Musyarakah financing is given to 

farmers to work together to do a business whose profits will be divided 

according to the provisions from the beginning at the time of the contract. 

Because Musyarakah is the best financing method in Islamic law, because this 

financing method is based on the participation of banks and partner customers 

in investing, profit sharing and responsibility for losses or risks that arise for a 

particular business. 

 

Keywords : Financing, Musyarakah Contracts, The Role of Islamic 

Financing for Cassava Farming 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Negara Republik Indonesia adalah negara agraris yang mata 

pencahariannya dimana sektor pertanian memegang peranan krusial pada 

suatu tingkat ekonomi pada Indonesia dan pembangunan nasional1. Ada 

banyak hal yang berakibat pentingnya sektor ini diantaranya adalah asal 

pemasukan dan mata pekerjaan para rakyat, termasuk pada sektor yang 

menyerap poly energi kerja, saling berkontribusi dalam produk domestik 

bruto (PDB), yang dianggap sebagai salah satu devisa negara merupakan 

pemasok bahan standar dan juga menjadi pasar bagi sektor industri. 

Sumber bahan pangan dan gizi adalah pendorong bagi sektor-sektor 

ekonomi riil lainnya2. Maka diperlukan adanya pihak yang mendukung 

dalam sektor pertanian supaya bisa menaikkan pertumbuhan 

perekonomian Indonesia3. 

 Di Negara Indonesia sendiri pemasok bahan pangan terbesar 

adalah dalam hasil pertanian teruma padi, ketela, gandum dan sebagainya. 

Indonesia juga merupakan penghasil ubi kayu/ketela pohon terbanyak ke 

empat didunia setelah Nigeria, Thailand dan Brazil. Banyaknya jumlah 

pemasok hasil panen ketela dari negara tersebut adalah berkisar 57 juta ton 

untuk Nigeria. Selanjutnya Thailand dengan kisaran 30 juta ton, kemudian 

Brazil sekitar 23 juta ton. Untuk negara Indonesia sendiri kurang lebih 

produksinya sekitar 20-21 juta ton. 

                                                           
 1 Khonsa Tsabita, “Analisis Risiko Pembayaran Syariah Padaa Sektor Pertanian 

Risk Analysis Of Islamic Finance In Agricultural Sector”, Al-Muzara‟ah 2. No.2 (2014): 

88-120. 

 2 Faoeza Hafiz Saragih, “Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian”, Agrica (Jurnal 

Agribisnis Sumatra Utara)10, No.2 (2017):112. 

 3 Desyani Panekenan Grace, A.J Rumagit, Paulus A. Pangemanan, “Peran Kredit 

Perbankan Pada Sektor Pertanian Di Provinsi Sulawesi Utara”, Agri-SosioEkonomi 

Unsrat 13, No.2 (2017):184-94. 
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 Tidak dipungkiri banyak rakyat yang menduga bahwa ketela 

adalah kuliner masayarakat rendah. Ketela seharusnya tidak lagi menjadi 

produk asal kuliner lokal ketahanan pangan, melainkan mampu dijadikan 

bahan pangan berkualitas. Maka berdasarkan itu, bertani ketela adalah 

peluang besar bagi petani di Indonesia apabila ingin merogoh bagian pada 

produksi singkong menjadi penghasil mentahan bahkan olahan bahan 

primer pembuatan majemuk kuliner. Seperti tepung tapioka dan mocraf, 

atau cipataan kuliner dan lainnya.  

 Tetapi disamping mempunyai peran yang penting, sektor pertanian 

juga mempunyai banyak permasalahan antara lain misalnya permodalan. 

Sedangkan pada bisnis pertanian permodalan termasuk faktor produksi 

yang sangat penting, dimana permodalan yang semakin semakin tinggi 

dikarenakan banyaknya jenis pilihan bibit tanam dan soal pupuk yang 

semakin sulit buat dihasilkan dan mahalnya harga pupuk lalu obat-obatan 

yang digunakan yang dipakai buat tanaman.  

 Selain itu pengaruh berkembangnya teknologi budidaya pertanian 

misalnya alat pertanian yang semakin kesini semakin canggih, padahal 

tidak semua petani itu mempunyai modal untuk membeli peralatan 

pertanian tersebut. Serta untuk membiayai modal dari awal tanam sampai 

dengan akhir hasil panen. Dikarenakan sumber modal yang sangat minim 

juga dibandingkan dengan petani desa yang lahannya kurang luas4. 

 Di tambah lagi dengan adanya kurang minat pada forum  keuangan 

sebagai tempat unuk melaksanakan sebuah pembiayaan dalam konsep 

pertanian itu, disebabkan oleh para pelaku tani yang nantinya akan 

dievaluasi menjadi sangat tinggi5. Ada banyak faktor-faktor yang 

menyebabkan tingginya resiko pertanian yaitu diantaranya sebagai berikut, 

keadaan cuaca yang tidak mendukung dimana cuacanya sangat tinggi dan 

                                                           
 4 Elingga Destyana Pratiwi, Ayu Mas Ambayoen, Eka Andrean Hardana, “Studi 

Pembiayaan Mikro Petani Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Kredit Formal Dan 

Nonformal”, Habitat 30, No.1 (2019):35-43. 

 5 Mhd.Asaad, “Peningkatan Peranan Perbankan Syariah Untuk Pembiayaan 

Usaha Pertanian”, MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 35, No. 1 (2011): 113-27 
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terlalu panas, sehingga menyebabkan lahan pertanian kering tidak ada 

sumber pengairan. Lalu, selain itu terdapat faktor kegagalan pada saat 

waktu panen tiba dan faktor penyerang hama yang merusak hasil 

pertanian. Dalam hal inilah, yang membuat para bank syariah menjadi 

was-was ketakutan dan minatnya turun untuk melaksanakan pembiayan 

kepada para petani tersebut. Di lain sisi, untuk lembaga keuangan sendiri 

jika pihak bank mengasihkan pembiayaan maka hal ini juga akan 

memberatkan para petani dikarenakan adanya bunga yang tinggi.  

 Perkembangan perbankan di negara Indonesia ini, memiliki waktu 

yang cukup cepat, karena banyak warga/rakyat dimana pemikiran mereka 

sudah mulai berkembang, mereka berfikir untuk bagaimana caranya agar 

mereka melakukan pembiayaan supaya mampu membayar dengan cara 

terbebas dari riba6. Maka berdasarkan pemikiran itu para lembaga ini 

terutama lembaga keuangan syariah sanggup meyediakan solusi atau 

wadah untuk menampung apa yang dibutuhkan oleh para petani. Sehingga 

dengan adanya hal ini para petani berani melakukan pembiayaan di Bank 

Pembiayan Rakyat Syariah. 

 Dengan hadirnya BPRS ini, memang untuk menaikkan tingkat 

kesejahteraan para petani khususnya perekonomian terutama pada warga 

yang ekonominya berada pada ekonomi menegah ke bawah serta lokasi 

usahanya berada di pedesaan sehingga dengan lokasi tersebut belum 

terjangkau oleh publik dan kurang perhatian dari pemerintah setempat. 

Sehingga tidak ketahuan mereka para petani mengenai bank umum dengan 

pembiayaan yang berdasar bukan sistem bunga tetapi merupakan bagi 

hasil antara kedua belah pihak. 

 Sesuai dengan menggunakan Peraturan OJK dengan Nomor 

3/POJK.03/2016 mengenai BPRS (Bank Pembiaayaan Rakyat Syariah) 

dengan pasal satu yang berisi bahwa pengertian dari BPRS merupakan 

                                                           
 6 Sri Maulida, Ahmad Yunani, “Masalah Dan Solusi Model Pengembangan 

Pembiayaan Pertanian Dari Aspek Keuangan Syariah”, Cakrawala: Jurnal Studi Islam 

12, No: 2 (2017): 91-100. 
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Bank Syariah yang kegiatannya menyalurkan, menerima, dan 

menghimpun serta melakukan pembiayaan kepada para warga 

masyarakat7. Kegiatan bisnis atau usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

tersebut terdiri dari : 

1. Menghimpun dana yang sebagai bentuk simpanan seperti  tabungan dan 

investasi yang berupa deposito.  

2. Memberikan kapital untuk nasabah.  

3. Menempatkan suatu dana pada bentuk titipan pada bank syari’ah 

lainnya.   

4. Mentransfer dana kepada dirinya sendiri serta juga bagi nasabah. 

5. Menyediakan produk dan melaksanakan kegiatan selain bisnis bank 

syariah menggunakan prinsip syariah dan menerima persetujuan 

berdasarkan bank   Indonesia8. 

Dengan adanya BPRS ini diharapkan akan membantu kesulitan 

yang dihadapi dari petani lantaran taraf bunga yang rendah dan juga 

disediakan pembiayaan musyarakah bagi petani guna meringankan petani. 

Pembiayaan musyarakah sendiri adalah suatu perjanjian kolaborasi antara 

dua orang bahkan lebih dengan maksud mencapai keuntungan dimana 

masing - masing pihak saling berpartisipasi pada  bentuk dana sesuai 

dengan kesepatan diawal baik keutungan dan juga kerugian kedepannya 

akan ditanggung bersama9. 

Pembiayaan iB Musyarakah juga terdapat pada PT. BPR Syari’ah 

Artha Mas Abadi dimana produk pembiayaan iB Musyarakah merupakan 

pembiayaan menurut prinsip bagi hasil. Sedangkan musyarakah sendiri 

adalah suatu akad kerjasama yang dilaksanakan dari dua orang juga bisa 

lebih, dimana mereka saling berkontribusi dana lalu dana tersebut dikelola 

beserta usahanya tersebut secara bersama dan bila memperoleh 

                                                           
 7 Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/PJOK.03/2016 Tentang 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

 8 UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 

 9 Yunita Agza, Darwanto, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, 

Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”, 

Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam 10, No.1(2017): 228-48. 
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keuntungan akan pada di bagi menjadi dua dan jika ada kerugian akan 

tanggung secara bersama.  

Sedangkan dalam pelaksanaannya PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati 

menggunakan akad musyarakah pada penerapannya pembiayaan usaha 

pertanian seperti pertanian ketela dalam umumnya. Maka berdasarkan dari 

itu judul penelitian ini adalah “IMPLEMENTASI AKAD 

MUSYARAKAH PADA PETANI KETELA DI BPRS ARTHA MAS 

ABADI PATI”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengambil 

rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

 Bagaimana implementasi pembiayaan Musyarakah pada petani 

ketela di PT. BPRS Artha Mas Abadi ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, jadi tujuan 

penulisan penelitian ini adalah : 

 Untuk mengetahui implementasi pembiayaan Musyarakah atau 

penerapannya pada nasabah petani ketela di PT. BPRS Artha Mas Abadi 

Pati. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Untuk mempraktekkan ilmu dan teori yang telah penulis dapatkan dari 

bangku perkuliahan D3 Perbankan Syariah 

2. Bagi Pembaca 

a. Hasil penelitian penulis bisa memberikan sedikit informasi dan 

pengetahuan kepada para pembaca. 

b. Untuk menambah wawasan dan referensi bagi banyak orang yang 

suatu saat nanti akan melakukan penelitian di lembaga ini. 

3. Bagi Lembaga 
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Peneliti sangat berharap bahwa penelitian ini menjadi masukan yang 

positif kepada PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati agar lebih baik serta 

maju lagi dari yang sebelumnya. 

E. Tinjauan Pustaka 

Dari sejauh ini, ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan yang 

peneliti lakukan. Judul yang terkait dengan peneliti ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tugas Akhir yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Musyarakah 

untuk Pertanian di BPRS Artha Mas Abadi Pati Jawa Tengah” karya 

Rova Noer Alifah jurusan D3 Manajemen Perbankan Syariah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Purwokerto tahun 2015. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui 

tentang manajemen pembiayaan musyarakah yang digunakan oleh PT. 

BPRS Artha Mas Abadi Pati dalam bidang pertanian, penerapan 

manajemen pembiayaan musyarakah, prosedur serta keputusan 

pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati 

dalam memberi pembiayaan kepada para petani.  

2. Skripsi dengan judul “Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah 

di Sektor Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani” karya 

Haidar Ali jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2021. Dengan penelitian ini 

yang dimaksudkan adalah dapatnya kita mengetahui tentang 

implementasi pembiayaan musyarakah di sektor pertanian, cara 

bagaimana petani itu sejahtera, serta prosedur pembiayaan terhadap 

para petani. 

F. Kerangka Teori 

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau sering juga disebut dengan 

BPRS merupakan lembaga keuangan syariah yang kegiatannya sehari-

hari berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak ada 

pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran, hal ini seperti yang 
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dimaksud atau sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah10. 

2. Sistem pembiayaan yang dilakukan di BPRS 

 Sistem bagi hasil atau membagi keuntungan sesuai dengan 

kesepakatan bersama ( Pembiayaan Mudharabah, dan 

Musayarakah) 

 Sistem jual beli kepada pihak yang bersangkutan (Pembiayaan 

Mudharabah, Pembiayaan Istishna, Pembiayaan Salam) 

 Sistem sewa-menyewa ( Pembiayaan dengan akad Ijarah, 

Multijasa, serta Ijarah Munthaiyah Bi Tamlik) 

3. Landasan Hukum BPRS 

Ada beberapa landasan hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

yaitu sebagai berikut : 

 Undang - Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

 POJK No. 3 /Pojk.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah 

 POJK No. 62/Pojk.03/2016 tentang Transformasi Lembaga 

Keuangan Mikro Konvensional Menjadi Bank Perkreditan Rakyat 

dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Menjadi Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah 

4. Kegiatan usaha 

 Ada beberapa kegiatan usaha yang dijalankan oleh BPRS, 

meskipun usaha yang dijalankan hampir sama dengan lembaga 

keuangan lainnya. Namun jika dilihat dari BUS dan UUS ini dengan 

ruang lingkup yang lebih kecil. Kegiatan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk : 

                                                           
 10 https://www.syariahrinjani.com/pengertian-bank-pembiayaan-rakyat-syariah/ 

diakses pada 7 Mei 2022 pukul 10.31 WIB 

https://www.syariahrinjani.com/pengertian-bank-pembiayaan-rakyat-syariah/
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a. Pertama, Simpanan berupa tabungan atau sejenisnya berdasar 

akad wadiah atau sejenisnya yang terpenting tidak melawan 

atau bertentangan dengan prinsip syariah 

b. Kedua, Investasi berupa deposito dan tabungan serta 

sejenisnya yang sama dengan berdasar akad mudharabah atau 

sejenisnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

yang ada. 

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk sebagai 

berikut : 

a. Pembiayaan bagi hasil dengan menggunakan dasar akad 

Mudharabah dan Musyarakah  

b. Pembiayaan berdasar akad jual beli atau akad mudharabah, 

istishna’, dan salam 

c. Pembiayaan dengan berdasar akad qardh 

d. Pembiayaan sewa menyewa barang yang bergerak dan tidak 

bergerak kepada nasabah dengan akad ijarah atau menyewa 

dan membeli dengan akad ijarah munthahiyah bi tamlik 

e. Mengambil alihan hutang dengan berdasar akad qardh. 

3. Menabungkan dana kepada Bank Syariah dalam bentuk titipan 

dana dengan berdasar akad wadiah atau menginvestasi dengan 

akad mudharabah atau akad lain yang sejenisnya yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah. 

4. Menyalurkan uang, baik itu untuk pribadi bank itu sendiri maupun 

kepentingan nasabahnya melalui rekening BPRS yang ada di Bank 

Konvensional, Bank Umum Syariah, dan/atau UUS. 

5. Menyediakan berbagai macam produk usaha dan melakukan usaha 

syariah yang sejenisnya sesuai dengan prinsip syariah yang telah 

disetujui oleh Bank Indonesia. 

5. Kegiatan Usaha Yang Dilarang 

Ada beberapa kegiatan BPRS yang dilarang untuk dilakukan yaitu 

antara lain sebagai berikut : 
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a. Kegiatan usaha nya bertentangan dengan prinsip syariah yang 

telah ditentukan 

b. Telah menerima simpanan Giro dan keikutsertaan dalam 

pembiayaan dalam lalu lintas pembayaran 

c. Dilakukannya kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing, 

terkecuali untuk penukaran uang asing itu pula harus dengan izin 

dari Bank Indonesia 

d. Dilakukannya aktivitas usaha perasuransian, disisi lain dengan 

kecuali lembaga tersebut sebagai agen yang melakukan 

pemasaran asuransi syariah 

e. Dilakukannya keikutsertaan dalam penyaluran modal, terkecuali 

untuk lembaga yang memang dibentuk untuk mengatasi kesulitan 

likuiditas dan berbagai masalah Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah11. 

G. Metode Penelitian 

 Berdasarkan penulisan Tugas Akhir ini, penulis menerapkan ada 

beberapa metode penelitian untuk memperkuat dan meyakini penulisan 

Tugas Akhir ini atas tema atau masalah yang penulis ambil, yaitu sebagai 

berikut ini : 

1. Jenis Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam membahas penelitian 

tentang Implementasi Pembiayaan Musayarakah pada Petani Ketela di 

PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati adalah metode penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan pengertian lain yang 

dimaksud metode kualitatif yaitu, tata cara metode penelitian yang 

nantinya akan menghasilkan data deskrisi/deskriptif yang nanti 

                                                           
 11 https://www.syariahpedia.com/2018/12/bank-pembiayaan-rakyat-syariah-

bprs.html?m=1 diakses pada tanggal 7 Mei 2022 pada pukul 10.36 

https://www.syariahpedia.com/2018/12/bank-pembiayaan-rakyat-syariah-bprs.html?m=1
https://www.syariahpedia.com/2018/12/bank-pembiayaan-rakyat-syariah-bprs.html?m=1
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hasilnya dalam bentuk tertulis atau ucapan lisan dari pihak-pihak yang 

diamati12.  

 Pengertian dari deskriptif itu sendiri adalah semacam proses untuk 

mencari suatu hal yang benar-benar dengan cara menginterprestasikan 

beberapa hal dengan tepat tujuannya agar penulis menghasilkan 

gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terhadap fakta-fakta 

dilapangan yang terjadi13.  

2. Sumber Data 

 Sumber data ini penulis gunakan karena untuk membantu agar 

mudah dalam mengurai masalah dalam penelitian ini. Sumber data 

penelitian ini pada dasarnya diambil dengan dua cara yaitu sebagai 

berikut : 

a. Data primer 

 Data primer merupakan data yang penulis dapatkan dari 

sumbernya langsung baik itu diperoleh dengan hasil wawancara, 

buku, dokumen, maupun observasi secara langsung. 

b. Data sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang telah ada dimana data 

tersebut telah diterbitkan atau dibuat dan disahkan dari 

organisasinya atau pengolahnya maupun orang lain. Sebagai 

contohnya, berbagai laporan penelitian dari peneliti sebelumnya 

yang telah dibukukan dan sejenisnya. Data sekunder dari penelitian 

ini yaitu ada literatur yang ada kaitannya dengan buku, internet, 

jurnal, tesis dan lain-lain. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Metode Wawancara 

 Pengertian dari wawancara sendiri yaitu kegiatan atau 

aktivitas yang telah penulis lakukan untuk mendapatkan sebuah 

                                                           
  `12 Lexy J. Moleong, “Metdologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung : PT. 

Remaja Rosdakarya, 2009), h.5. 

 13 Moh Nasir,“Metode Penelitian”, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1998), h.63. 
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informasi mengenai hal – hal yang bersangkutan secara langsung 

dengan mengajukan beberapa pertanyaaan ke narasumber untuk 

mendapatkan berbagai informasi yang tepat dan akurat. Dengan ini 

peneliti menggunakan metode penelitian wawancara sehingga 

peneliti dapat memperoleh data-data yang diinginkan yang lebih 

akurat dari permasalahan yang telah diajukan. 

 Caranya penulis bertanya langsung kepada pihak PT. BPRS 

Artha Mas Abadi Pati untuk mendapatkan informasi atau data yang 

berkaitan dengan pembiayaan musyarakah yang dilakukan di PT. 

BPRS Artha Mas Abadi Pati dalam mengimplementasikan 

pembiayaannya pada petani ketela. 

b. Metode observasi 

 Observsi merupakan usaha penelitian dalam hal teknik 

pengumpulan data dan informasi dari sumber data primer dengan 

mengoptimalkan pengamatan peneliti. Dengan hal metode ini 

peneliti melakukan berbagai macam pengamatan ke beberapa 

produk pembiayaan musyarakah yang dilakukan secara praktik 

atau ditulis secara simpel dan intinya sesuai yang peneliti inginkan. 

c. Metode dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan usaha yang dilakukan peneliti 

atau penulis untuk mendapatkan data atau informasi yang berupa 

catatan tertulis atau sejenisnya yang tersimpan dalam bentuk sudah 

menjadi dokumen yang isinya berupa ada kaitannya dengan 

masalah yang akan diteliti. 

H. Sistematika Penulisan 

 Dalam penelitian ini, untuk mempermudah penulisan, maka 

penulis membagi isi atau pembahasan ini dalam lima bab dimana nanti 

keseluruhan dari uraian tersebut memiliki hubungan satu sama lain yang 

saling berkaitan sebagaimana penelitian pada umumnya. 

BAB I : PENDAHULUAN 



24 
 

 Dalam bab I terdapat bagian pendahuluan yang penulis 

menguraikan berbagai bab yang dibahas tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Dalam bab II ini penulis menjelaskan tentang teori-teori yang 

penulis gunakan dalam menganalisis data. Dalam bab ini berisi tentang 

teori BPRS dan produk-produknya yang ada dalam BPRS tersebut yang 

bersangkutan. 

BAB III : GAMBARAN UMUM PT. BPRS ARTHA MAS ABADI 

PATI 

 Berisi tentang sejarah berdirinya PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati, 

Visi Misi, Tujuan, Struktur Organisasi dan Tugasnya, serta produk-produk 

yang ada di PT. BPRS Artha Mas Abadi. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini penulis menjelaskan dan menguraikan mengenai 

implementasi pembiayaan akad musyarakah pada petani ketela di PT. 

BPRS Artha Mas Abadi Pati. 

BAB V : PENUTUP 

 Dalam bab V ini atau bab terakhir, berisi tentang kesimpulan atas 

penelitian yang telah dilaksanakan, tenatang pembahasan yang telah 

diuraikan, pemberian saran kepeda lembaga serta penelitian yang akan 

dilakukan secara mendatang, serta bagian penutup. 
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BAB II 

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PETANI 

KETELA DI PT. BPRS ARTHA MAS ABADI PATI 

A. Pembiayaan 

1. Pengertian Pembiayaan 

 Pembiayaan atau sering juga disebut financing merupakan  

penyaluran dana dari suatu pihak ke pihak yang lainnya untuk 

menginvestasi atau kegiatan lainnya yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak, baik dilaksanakan oleh diri sendiri maupun kepada 

lembaga lain. Atau dengan pengertian lain memberi dana kepada pihak 

lain untuk berinvestasi dengan kesepakatan yang telah direncanakan. 

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksudkan dengan 

pembiayaan syariah itu merupakan adanya uang atau sejenis tagihan 

yang disamakan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan 

syariah dengan pihak lain dengan maksud pihak yang dibiayai harus 

mengembalikan uang setelah jangka waktu yang telah ditentukan 

dengan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan awal atau bagi 

hasil14. 

 Dalam kata lain pembiayaan intinya mengandung arti I belive, I 

Trust, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Dari kata pembiayaan 

yang berarti (trust) memiliki arti lembaga keuangan atau pembiayaan 

selaku sahibul maal memberi kepercayaan kepada nasabah yang 

meminjam untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh lembaga 

keuangan tersebut. Pendanaan atau uang tersebut harus digunakan 

dengan sebenar-benarnya adil, dan harus ada syarat-syarat untuk 

mereka bekerja sama agar usaha yang dijalankan menguntungkan 

kedua belah pihak15. 

                                                           
 14 UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 

1992 Tentang Perbankan. 

 15 Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.3. 
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 Dengan ada kaitannya pada pembiayaan pada perbankan syariah, 

kata lainnya sering disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif 

sendiri merupakan penginventasian dana pada bank syariah, baik 

dalam rupiah maupun valuta asing, selain itu dalam bentuk 

pembiayaan, surat berharga, piutang, penyertaan modal pada nasabah, 

sertifikasi wadiah, qardh, penempatan, komitmen dan kontijensi dalam 

rekening administrasi. 

2. Prinsip-prinsip Pembiayaan 

 Dalam proses prinsip – prinsip pembiayaan ada 3 macam prinsip 

yang sering digunakan dalam proses pembiayaan syariah, antara lain: 

a. Prinsip Bagi Hasil 

 Pada prinsip ini fasilitas yang ada yaitu berupa uang tunai 

atau barang yang senilai dengan uang itu. Kalau dilihat dari segi 

jumlah, lembaga dapat menyediakan 100% dari apa yang nasabah 

perlukan, dan juga bisa sebagian atau sering disebut patungan 

antara lembaga dengan pihak lain atau nasabah. Kalau melihat dari 

sisi bagi hasilnya (tergantung kesepakatan diawal) yaitu sering 

disebut dengan revenue sharing atau provit sharing. Biasanya 

dalam hal bagi hasil sering menyebutnya dengan nisbah, yang 

dilakukan dengan kesepakatan diawal kontrak akad dengan para 

nasabah.  

Berikut ini merupakan produk – produk yang terdapat dalam 

prinsip bagi hasil antara lain : 

1. Mudharabah, merupakan akad kerja sama yang melibatkan dua 

belah pihak dimana antara kedua belah pihak itu, pihak yang 

pertama (sahibul maal) menyediakan dana seluruhnya 100% 

dari modal, sedangkan pihak yang lainnya sebagai pengelola. 

Lalu keuntungan dari usaha mudharabah tersebut dibagi 

menurut kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah 

disepakati diawal kontrak akad. Kemudian, jika mengalami 

kerugian maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal. 
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Apabila kerugian tersebut karena diakibatkan oleh kecurangan 

atau kesalahan dari pengelola maka, pengelola harus 

bertanggung jawab atas semua kerugian tersebut16. 

2. Musyarakah, merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau 

bisa lebih dari itu untuk melakukan sebuah usaha tertentu yang 

dimana masing-masing kedua pihak tersebut saling 

memberikan kontribusi dana atau uang dalam hal ini kedua 

belah pihak telah meyepakati bahwa keuntungan dan risiko 

kerugian akan ditanggung secara bersama sesuai dengan 

kesepakatan diawal kontrak akad. 

3. Muzara’ah, merupakan sebuah akad kerja sama atau bisa juga 

percampuran antara pihak pengelola pertanian dengan para 

pemilik lahan dengan penggarap dan menggunakan sistem bagi 

hasil ketika hasil panen17. Jenis muzara’ah antara lain yaitu : 

(a) muzara’ah yang merupakan kerja sama antara pengolahan 

lahan yang dimana benih tanaman itu berasal dari pemilik 

lahan tersebut; (b) mukhabarah, merupakan sebuah akad kerja 

sama yang pengelolaannya dimana lahan dan benih berasal dari 

penggarap lahan tersebut.  

b. Prinsip jual beli 

 Pada prinsip jual beli ini yang dimaksudkan adalah prinsip 

yang menerapkan bagaimana tata cara jual beli itu, dimana 

lembaga akan membeli barang yang dibutuhkan atau juga bisa 

mengangkat nasabah menjadi agen bank untuk melaksanakan 

pembelian barang atas nama lembaga tersebut, kemudian lembaga 

yang bersangkutan menjual barang itu kepada pihak lain dengan 

harga yang lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan  

                                                           
 16 Muhammad Syafi’i Antoruo, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2001), hlm.95. 

 17 Suhartono Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Jakarta: 

Zikrul Hakim, 2003), hlm. 56. 
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(margin/mark-up)18. Sehingga prinsip ini dilaksanakan karena 

adanya pemindahan kepemilikan barang atau benda. Dengan bagi  

hasil atau keuntungan lembaga ditetapkan diawal sehingga itu 

bagian dari antara harga barang yang dijual-belikan. Dalam prinsip 

ini ada beberapa produk yaitu sebagai berikut : 

1. Ba’i al-Murabahah, merupakan sebuah akad jual beli barang 

tertentu. Dalam hal ini transaksi jual beli barang itu, penjual 

akan mengatakan dengan jelas barang apa yang akan diperjual 

belikan, termasuk pula harga awal pembelian dan berapa 

keuntungan yang diambil. 

2. Ba’i al-Muqayyadah, merupakan ba’i dengan akad jual beli 

dimana saling bertukar antara barang dengan barang (barter). 

Untuk aplikasi jual beli seperti ini maka dapat dilaksanakannya 

sebagai jalan keluar bagi yang transaksi ekspor jika tidak bisa 

menghasilkan valuta asing (devisa). 

3. Ba’i al-Mutlaqah, merupakan akad ba’i dimana terjadinya 

saling tukar – menukar antara jasa atau barang dengan uang. 

Disini uang berfungsi sebagai alat penukaran. Jual beli seperti 

ini mewakili seluruh produk yang ada di lembaga keuangan 

yang berdasarkan atas prinsip jual beli. 

4. Ba’i as-salam, merupakan sebuah akad jual beli yang pembeli 

harus membayar uang (seharga) dimana atas barang itu telah 

dikatakan kualitasnya dan ciri-cirinya. Kemudian barang yang 

diperdagangkan itu akan diserahkan dikemudian hari, pada saat 

tanggal yang telah disepakati bersama. 

5. Ba’i al-Istishna’, merupakan akad kontrak jual beli ketika 

dimana harga pada barang itu dibayar terlebih dahulu, namun 

dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan macam – macam 

                                                           
 18 Muhammad (ed.), Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan 

Ancaman (Yogyakarta: Ekonisi, 2006), hlm.18. 
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syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, lalu barang 

yang akad dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian19. 

c. Prinsip sewa menyewa 

 Pada prinsip ini, akad jual beli seperti ketentuan yang telah 

dijelaskan diatas. Ada juga akad sewa – menyewa yang dilakukan 

oleh lembaga keuangan syariah. Prinsip – prinsip itu antara lain : 

1. Akad ijarah, yang merupakan sebuah akad pemindahan hak 

guna dari jasa atau barang melalui pembayaran upah sewa 

dengan tidak diikuti pemindahan kepemilikan pada barang 

tersebut.  

2. Akad ijarah muntahiya bi at-tamlik, merupakan sebuah akad 

yang sejenis dengan ijarah namun ini termasuk perpaduan 

antara kontrak jual beli serta sewa dengan lebih tepatnya   pada 

saat akhir akad kepemilikan barang berada di tangan 

penyewanya. Dari ini kepemindahan tersebut kepemilikan ini 

juga yang menandakan dengan ijarah biasa20. 

3. Jenis-jenis pembiayaan 

 Lembaga perbankan merupakan lembaga inti yang dibutuhkan oleh 

setiap negara dalam masalah keuangan. Bank adalah lembaga atau 

tempat dimana badan-badan usaha, perseorangan, dan masyarakat 

menyimpan uang dan menghimpun dana yang dimilikinya. Untuk itu 

kegiatan pengkreditan dan lainnya seperti jasa yang akan diberikan, 

lembaga keuangan melayani berbagai macam pembiayaan untuk 

melancarkan pelaksanaan pembiayaan kepada nasabah pertanian di 

sektor perekonomian21.  

 Jenis-jenis nya Pembiayaan bisa dikelompokkan sebagai berikut : 

                                                           
 19 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen, hlm. 21-22. 

 20 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah, hlm. 118. 

 21 Abdul Ghofur Anshori, Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan 

Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press, 2010), 

hlm. 5. 
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a. Pembiayaan menurut tujuan. Dikelompokkan menjadi 2 yaitu, 

sebagai berikut : 

1. Pembiayaan Modal Kerja, merupakan pembiayaan yang 

dilakukan untuk memperoleh modal guna memperbaiki usaha 

yang dijalankan. 

2. Pembiayaan investasi, merupakan pembiayaan yang dilakukan 

untuk menginvestasikan atau pengadaan barang konsumtif. 

b. Pembiayaan berdasarkan jangka waktu. Pada pembiayaan ini dapat 

dibedakan menjadi sebagai berikut : 

1. Pembiayaan jangka waktu pendek, merupakan pembiayaan 

dengan dilaksanakannya dalam kurun waktu sekitar 1 bulan 

sampai dengan satu tahun mendatang. 

2. Pembiayaan jangka waktu menengah, merupakan pembiayaan 

dengan melaksanakannya dalam kurun waktu satu tahun sampai 

dengan waktu 5 tahun lamanya. 

3. Pembiyaan jangka waktu panjang, merupakan suatu pembiayaan 

yang dilaksanakan dalam kurun waktu lebih dari lima tahun22.  

 

B. Akad Musyarakah 

1. Pengertian Akad Musyarakah 

 Dari kata lain Musyarakah merupakan syarikah atau juga disebut 

Syirkah. Dalam hal bahasa Musyarakah memiliki arti “al-ikhtilath” 

yang berarti capur-mencampur-pencampuran. Maksudnya dari 

pencampuran yaitu seseorang mencampurkan hartanya degan harta 

orang lain sehingga natar bagian yang satu dengan yang lainnya sangat 

susah untuk dibedakan23.  

                                                           
 22 Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, Islamic Banking, hlm.686. 

 23 Rahmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm 183. 
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 Dalam istilah etimologis, Musyarakah merupakan perserikatan, 

penggabungan satu sama lain atau pencampuran. Dalam bahasa inggris 

sering disebut dengan patnership24. 

 Jika dilihat secara terminologi ada beberapa pendapat para 

ilmuwan ulama fiqih yang mengasihkan beberapa tentang pengertian 

dari Musayarakah itu sendiri. Menurut beliau seperti yang ada dibawah 

ini penjabarannya : 

a. Menurut mazhab Hambali, Syirkah itu termasuk persekutuan dalam 

hak dan thasharuf. 

b. Menurut mazhab Syafi’i Syirkah tersebut dapat diartikan sebagai 

berlakunya semacam hak dan atas suatu dasar bagi kedua belah 

pihak yang mempunyai tujuan persekutuan25 

c. Menurut Sayid Sabbiq, menurut beliau Syirkah merupakan akad 

kerja sama antara kedua belah pihak yang berserikat pada harta 

pokok serta modal dan keuntungan. 

d. Menurut T.M Hasbi Ash Shiddieqy, menurut beliau syirkah adalah 

akad antara duang orang atau lebih guna melakukan kerja sama 

dalam usaha yang akan dijalankan lalu dibagi sesuai kesepakatan 

dalam keuntungannya26. 

 Jika menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), 

Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, sebagai 

bentuk keterampilan, permodalan, dan kepercayaan pada usaha yang 

dijalankan bersama lalu keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah27. 

 Menurut Fatwa DSN-MUI, Musyarakah merupakan pembiayaan 

yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih berdasarkan akad 

                                                           
 24 Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, cet ke-1, 

2014), hlm 142. 

 25 Mas’adi Ghufron A, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2012) hlm 191. 

 26 Hendi suhendi, Fiqh Muamalah,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 

125. 

 27 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta:Prenada Media Group, 2012), hlm 

218. 
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kerja sama untuk menjalankan suatu usaha, dimana kedua belah pihak 

tersebut saling memberikan kontribusi atau modal dengan ketentuan 

jika nanti keuntungannya dan resiko kerugian akan ditanggung secara 

bersama-sema sesuai kesepakatan28. 

 Berdasarkan dengan pengertian Musyarakhah diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa Musyarakah yaitu akad yang dilakukan oleh dua 

belah pihak atau lebih secara bersama-sama untuk menjalankan usaha 

tertentu yang dimana para pihak akad saling memberikan kontribusi 

modal secara bersama-sama dan dengan keuntungan yang telah 

disepekati bersama diawal kontrak akad.. 

 

2. Dasar Hukum Musyarakah 

 Dalam akad Musyarakah sangat dibolehkan atau dianjurkan karena 

terdapat dasar hukum yang ada pada Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’. 

a. Adapaun dibawah ini ada beberapa ayat Al-Qur’an yang menjadi 

dasar hukum dari akad Musyarakah adalah sebagai berikut : 

 

الْثلُْثِ                 لِك  ف هُمْ شُر  ك اءُّفىِ ر  مِنْ ذ  اِ نْ ك ا نوُْا ا كْث  ....... ف  

   

“......Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka 

mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu”29. 

 

اۤءِ  ن  الْخُل ط  ثِيْرًا مِّ اِنَّ ك  ٖۗ و  تِك  اِلٰى نِع اجِه  الِ ن عْج  ك  بِسُؤ  ق ال  ل ق دْ ظ ل م 

نوُْا  ع مِلوُال ي بْغِيْ ب عْضُهُمْ ع لٰى ب عْضٍ الََِّّ الَّذِيْن  اٰم  لِحٰتِ  و  ق لِيْل   الصّٰ  و 

ا ظ نَّ  هُمْٖۗ  مَّ ا د اوٗدُ  و  رَّ  بَّهٗ ر   ف اسْت غْف ر   ف ت نّٰهُ  ا نَّم  خ  اكِعاً و  ا ن اب   ر         ۩ وَّ

                                             

                                                           
 28 Widyarini, Syamsul Hadi, Fatwa MUI, PSAK dan Praktek Musyarakah, Jurnal 

Hukum Islam. Vol. 5, No. 1, hlm 126, diakses pada 26 Mei 2022. 

 29 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Bandung: 

Diponegoro, 2010), Q. S. An-Nisa ayat 12, hlm 79. 
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 “Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim 

kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) 

kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang 

bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang 

yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah 

mereka yang begitu.” “Dan Dawud menduga bahwa Kami 

mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu 

menyungkur sujud dan bertobat.”30 

 Dalam surat An-Nisa (4) ayat 12, pengertian syirkah adalah 

bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. 

Sedangkan dalam surat shad (38) ayat 24, lafal al-khutha diartikkan 

syirkah, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka 

untuk dikelola bersama31. 

b. Landasan Hadist Rasulallah 

 

ة   ف ع هُ ق ال  : ع نْ أ بِى هُر   الش رِيك ينِ  ث الِث   أ ن ا:  ي قوُلُ  ت ع ال ى الل   إِنَّ , ر 

ال م ا ي خُن م  دهُُم  احِب هُ، أ ح  ان   ص  ا ف إذِ اخ  دهُُم  احِب هُ  أ ح  جتُ  ص  ر   مِن خ 

ا                        ب ينِهِم 

 

 “Dari Abu hurairah, ia merafa’akannya kepada Nabi, beliau 

bersabdah: sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak 

ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi, salah satunya tidak 

menghianati temannya, Apabila berkhianat kepada temannya, 

maka saya akan keluar dari antara keduannya, Riwayat Abu 

Dawud. Hadis Sahih menurut Hakim32.” 

 

لْحُ  ا الصُّ م   صُلْحًا إلََِّّ  المُسْلِمِيْن   ب ين   ئزِ   ج  رَّ ا ح   َ ل  لَ  لَّ  أ وْ  ح  امًا أ ح  ر   ح 

المُسْلِمُون   ش رْطًا شُرُوطِهِم ع ل ى  و  م   إلََِّّ رَّ لًَّ  ح  لَ  لَّ  ح  ا أ وْأ ح  ر  مًا ح         

 

 “Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin 

kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau 

                                                           
 30 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Bandung: 

Diponegoro, 2010), Q.S Shad ayat 24, hlm 454. 

 31 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010) hlm 342. 

 32 Imam Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Al-Bukhari, (Bandung: Mizan Pustaka cet 

ke-1, 2008), hlm 454. 
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mengahalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan 

syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal 

atau menghalalkan yang haram.” 

 Dari hadist diatas telah dijelaskan bahwa musyarakah 

adalah akad yang diperbolehkan sesuai dengan syara, lalu dalam 

hal hadist telah dijelaskan bahwa akad musyarakah adalah akad 

yang pelaksanaanya telah dilaksanakan sebelum agama Islam 

datang. Sehingga setelah Islam datang, lalu akad musyarakah 

diterapkan sebagai akad yang diperbolehkan dalam agama Islam. 

c. Ijma’ 

  Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata: 

“kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi 

masyarakat secara global walau terdapat perbedaan pendapat dalam 

beberapa elemen darinya”33. 

d. Pertimbangan Yuridis 

   Landasan hukum berdasarkan Fatwa DSN MUI 

No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah34. 

 

3. Rukun dan Syarat Musyarakah 

 Ada beberapa rukun dari akad Musyarakah yang wajib dipenuhi 

ketika melakukan transaksi, diantara nya adalah:  

a. Subjek akad, merupakan pelaku akad 

b. Objek akad, merupakan barang dan jasa yang diakadkan 

c. Shighad, yaitu pengucapan akad 

d. Nisbah/margin/keuntungan (bagi hasil antara dua belah pihak)35. 

 Dibawah ini merupakan beberapa syarat – syarat dari akad 

Musyarakah menurut ulama hanafiyah yang dibagi menjadi 3 bagian, 

diantaranya adalah sebagai berikut36: 

                                                           
 33 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari teori ke Praktek, (Jakarta: 

Gema Insani, cet ke-1, 2010) hlm. 23. 

 34 https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-musyarakah , diakses pada 

tanggal 13 Mei 2022. 

 35 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 

52. 

https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-musyarakah


35 
 

a. Apapun hal yang ada ikatannya dengan Musyarakah baik itu dalam 

hal harta maupun jasa dan sejenisnya. Dengan hal itu ada dua 

syarat, diantaranya adalah: 

1. Mengenai dengan hal yang berkaitan pada benda yang akan 

diakadkan yaitu benda tersebut bisa diterima sebagai 

perwakilan. 

2. Mengenai dengan hal yang berkaitan dengan keuntungan, yang 

dimana keuntungan yang akan dibagikan harus jelas dan kedua 

belah pihak mengetahui akan hal itu misalnya berapa yang akan 

didapatkan. 

b. Apapun hal ada kaitannya dengan musyarakah maal (harta), dalam 

hal ini ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan, antara lain : 

1. Jika modal yang diajukan untuk menjadi objek akad musyarakah 

merupakan dari pembiayaan ( nuqud ),  semacam dengan hal 

rupiah, riyal, junaih. 

2. Jika modal yang akan diajukan untuk menjadi harta pokok 

(modal) harus ada pada saat akad dilaksanakan, baik nilainya 

sama maupun berbeda. 

c. Suatu yang berkaitan dalam hal syarikat mufawadhah disyaratkan : 

1. Pokok harta (modal) dalam syirkah harus harus sama , 

2. Bagi yang bersyirkah sangat ahli untuk kafalah. 

3. Untuk yang akan diajukan sebagai objek akad diharuskan yang 

syirkah umum, karena hal ini berarti semacam jual beli atau  

perdagangan. 

 Menurut Malikiyah, menurutnya syarat – syarat yang berkaitan 

dengan pihak yang melaksanakan akad adalah mereka yang merupakan 

tidak terkekang, balig, pandai dan telah merdeka. Namun menurut 

Syafi’iyah memiliki pendapat jika syirkah yang sah adalah hanya 

syirkah inan yang sah hukumnya. Sedangakn syirkah yang lainnya 

batal atau tidak sah. 

                                                                                                                                                               
 36 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm 127. 
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4. Jenis – jenis Musyarakah 

 Pada umumnya, akad musyarakah dapat dikategorikan terdapat dua 

jenis yaitu musyarakah kepemilikan (syirkah amlak) dan musyarakah 

akad (syirkah al aqad ). Musyarakah kepemilikan terjadi karena 

terdapat sebuah harta wasiat, warisan atau kondisi yang sejenisnya lalu 

berakibat pemilikan satu aset harta itu dibagi menjadi dua pihak atau 

lebih dengan yang bersangkutan. Dalam akad ini, kepemilikan 2 pihak 

atau lebih melakukan pembagian harta dalam bentuk aset nyata. Selain 

itu juga berbagi dengan apapun keuntungan yang dihasilkan oleh aset 

tersebut. 

 Dalam akad musyarakah tercipta karena adanya sebuah 

kesepakatan, dimana kedua belah pihak atau lebih telah menyetujui 

jika kedua belah pihak tersebut saling memberikan kontribusi modal 

musyarakah, dan saling bersepakat mengenai nisbah/keuntungan dan 

kerugian37. 

a. Syirkah Amlak 

 Syirkah al-amlak merupakan syirkah yang dilaksanakan 

bukan karena suatu akad melainkan karena terdapat suatu usaha 

bisa juga terjadi karena secara alami (ijbari). 

Oleh sebab itu maka syirkah amlak dibagi menjadi dua, yaitu 

diantaranya : 

1. Syirkah ikhtiar (sukarela), merupakan syirkah dengan hasil 

kehendak kedua belah pihak yang terdapat saling persekutuan. 

Misalnya, ada dua orang yang mengadakan kontribusi guna 

membeli suatu barang, atau bisa juga dua orang yang telah 

mendapatkan barang semacam hibah atau wasiat lalu mereka 

melakukan pembagian untuk memilikinya. 

2. Syirkah jabar (memaksa), merupakan syirkah yang bersekutu 

lalu terjadilah kedua belah pihak itu tanpa kehendak mereka 

                                                           
 37 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh uamalah, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), hlm 211. 
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barang yang akan diwariskan itu akan menjadi bagian miliknya 

yang bersangkutan. 

Kedua syirkah ini memiliki hukum yang masing - masing  

persekutuan itu bagaikan pihak yang asing atas sekutunya yang 

lainnya. Sehingga pihak lain tidak mempunyai hak untuk 

melakukan atau bertindak apapun kepada harta itu tanpa mendapat 

izin dari orang yang lain, karena pada dasarnya masing-masing 

para sekutu tidak mempunyai kekuasaan atas bagian saudaranya38. 

b. Syirkah Uqqud 

 Syirkah uqud merupakan syirkah yang dilakukam antara 

dua orang atau lebih untuk melaksanakan akad untuk melakukan 

kerja sama dalam hal permodalan dan keuntungan. Dalam hal lain, 

kerja sama ini dilakukan oleh transaksi yang didahului dalam hal 

tanam modal dan sepakat dalam hal pembagian keuntungannya. 

 Para ulama Hanafiyah menetapkan keharusan untuk syirkah 

uqqud. Adapun syarat – syarat dalam syirkah uqud yang harus 

dipenuhi diantaranya : 

1. Tasarruf yang dijadikan objek akad dalam syirkah uqqud harus 

bisa diwakilkan. Dalam akad ini dapat memperoleh 

keuntungan yang merupakan bahwa kepemilikan secara 

bersama itu akan dibagi sesuai pada kesepakatan diawal akad. 

Dalam hal itu, sehingga para anggota akad ini mempunyai 

kewenangan kepada para anggota yang lainnya untuk 

melaksanakan tasarruf. Maka dalam hal ini, masing-masing 

pihak bisa menjadi wakil dari pihak yang lain.  

2. Dalam hal pembagian nisbah atau keuntungan harus jelas. 

Dalam membagi keuntungan kepada para anggota akad ini 

harus jelas ditentukan dengan kesepakatan. Contohnya yaitu 

20%, 10%, dan 30%. Jika pembagian keuntungan tidak 

mengalami kejelasan maka syirkah ini akan menjadi fasid, 

                                                           
 38 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Vol 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 443. 
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karena nisbah adalah mauqud alaih yaitu rukun dari akad 

musyarakah. 

3. Nisbah yang didapatkan harus menjadi bagian yang akan 

dimilki bersama secara keseluruhan, bukan dengan pembagian 

contohnya untuk A 300, B 400. Kemudian setelah keuntungan 

ditentukan maka akad syirkah menjadi fasid dikarenakan 

syirkah diharuskan dengan adanya penyertaan dalam 

keuntungan, jika penentuan tersebut hanya pada orang tertentu 

sehingga akan terjadi hilangnya hakikat perkongsian39. 

Dalam pembagiannya syirkah uqud ini dibagi menajdi 2, yaitu : 

a. Syirkah Inan, merupakan syirkah dengan akad kontrak untuk 

dua belah pihak atau lebih yang melakukan kerja sama dengan 

badan (fisik) dan juga harta keduanya yang harus diketahui 

walaupun tidak sama, lalu keduanya melakukan realisasi 

materi kontrak akad tersebut. Kemudian keuntungan yang 

paling besar diberikan kepada pelaksana kontrak paling 

banyak. Modal kerja dapat berupa uang atau material yang 

harus diketahui nilainya, lalu keuntungan dan kerugian akan 

menyesuaikan dengan modal masing-masing pihak dengan 

sesuai syarat dan ketentuan dari awal yang menguntungkan.  

Dapat disimpulkan bahwa antara pihak satu dengan pihak yang 

lainnya diperbolehkan beda maupun sama, contohnya A 

menanamkan modal Rp. 1.500.000 B menanamkan Rp. 

800.000 dan C menanamkan Rp. 500.000. Lalu perhitungan 

mengenai keuntungan dan kerugian diperhitungkan sesuai 

dengan berapa banyak modal yang diinvestasikan40. 

b. Syirkah wujuh, merupakan kontrak akad diantara dua pihak 

atau lebih yang mempunyai wawasan serta sangat ahli dalam 

                                                           
 39 Nur Koirin, Menyoal Kesyariahan Bank Syariah, (Semarang:IAIN Walisongo 

Pres, 2010), hlm 34. 

 40 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm 

123. 
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melakukan sebuah usaha, tanpa harus diringi dengan 

penyertaan modal sehingga mereka saling percaya terhadap 

usaha yang dijalankan. Masalah mengenai keuntungan bisa 

dilakukan secara dibagi untuk kedua belah pihak, lalu 

kerugiannya menyesuaikan dengan presentase mereka 

melakukan tahap awal berinventasi. Lalu keuntungannya 

disesuaikan dengan kesepakatan awal pada saat tahap kontrak 

akad dan kerelaan dari semua pihak41. 

c. Syirkah Mufawadhah, merupakan akad syirkah yang kontrak 

nya dua orang atau lebih melkukan usaha secara bersama-

sama. Sebagaimana kedua belah pihak mempunyai partisipasi 

untuk memberikan porsi modal yang sama besarnya, baik itu 

dalam hal hak, ttanggung jawab pengelolaannya serta 

sejenisnya. Kedua pihak membagi untung dan rugi secara 

bersama-sama. Dengan hal ini maka, syarat utamanya dalah 

adanya kesamaan modal dana yang diinvestasikan untuk kerja, 

dan beban utang dibagi secara merata, serta tanggung jawab 

secara bersama-sama. 

d. Syirkah Mudharabah, merupakan penyetujuan diantara pihak 

yang mempunyai modal (sahibul maal) dan pihak yang bekerja 

(mudharib), untuk mengolah uang dari pemilik modal dalam 

hal dunia perbisnisan yang jika nanti keuntungannya dibagi 

sesuai dengan kesepakatan dari awal. Serta kerugiannya 

ditanggung oleh pemilik modal itu. Ketika pemilik modal 

menyerahkan hartanya dengan menggunakan akad wakalah 

terhadap ke orang pekerja atau pihak kedua untuk mengelola 

                                                           
 41  Muhammad  bin Ibrahim At-Tuwaijiri, Ensiklopedia Islam Al-Kamil, (Jakarta: 

Darus Sunnah Press, 2012), hlm 932. 
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usahanya dan mengembangkan bisnis tersebut lalu berusaha 

untuk memaksimalkan keuntungan (profit)42. 

 

5. Bagi Hasil Musyarakah 

Dilihat dari segi bagi hasil maka ada 2 cara untuk menentukannya, 

antara lain43 : 

1) Bagi Laba (Profit Sharing) 

Bagi laba atau sering disebut dengan profit sharing yaitu bagi 

hasil yang berdasarkan pada hasil dari total seluruh pendapatan 

kemudian dikurangi oleh biaya-biaya yang telah dikeluarkan guna 

mendapatkan pemasukan itu. 

2) Pendapatan (Revenue Sharing) 

Pendapatan atau sering disebut dengan revenue sharing adalah 

bagi hasil yang berdasarkan dengan total seluruh pemasukan yang 

diterima sebelum dikurangi oleh biaya-biaya yang termasuk 

pengeluaran untuk mendapatkan pemasukan tersebut. 

 

6. Berakhirnya Akad Musyarakah 

Banyak hal-hal yang dapat mengakibatkan akad musyarakah itu 

berakhir, antara lain44 : 

a) Dari salah satu pihak tersebut membatalkan akad walaupun tanpa 

persetujuan dari pihak yang lainnya karena musyarakah merupakan 

akad yang dapat terjadi ketika kedua belah pihak saling rela. 

Dengan adanya ini dapat diartikan  pencabutan kerelaan oleh salah 

satu pihak yang bersangkutan tersebut. 

                                                           
 42 Ali Al-Khafif, Al-Syarikah ai al-Fiqh al-Islam, (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 

1972), hlm 23. 

 43 Maulana Hassanudin dan Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musyarakah, 

(Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hlm 184. 

 44 Ilham Satria, Haryati Saputri, Pengaruh Pendapatan Murabaha, Mudhorobah 

dan Musyarakah Terhadap Return on Equity PT Bank Syariah Mandiri, Jurnal Visioner 

dan Strategis vol. 5, No. 2, 2016, diakses pada 13 Mei 2022. 
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b) Dari salah satu pihak dapat kehilangan thasarruf untuk kecakapan 

(keahlian dalam mengelola bisnis) dikarenakan gila ataupun 

dengan alasan sejenisnya. 

c) Dari salah satu pihak tersebut meninggal dunia, namun jika 

keanggotaan akad musyarakah tersebut lebih dari 2 orang maka 

yang meninggal tersebut batal. Namun akad tersebut masih bisa 

jalan dengan anggota yang masih hidup.  

d) Dari salah satu pihak tersebut berada di bawah pengaruh 

pengampunan, meskipun salah satu pihak tersebut melakukan 

pemborosan  pada saat ditangah perjanjian ataupun sebab lain yang 

sejenisnya. 

e) Dari salah satu pihak tersebut mengalami kebangkrutan yang 

mengakibatkan tidak berkuasa terhadap harta yang dijadikan 

sebagai objek akad. Pendapat ini diungkapkan berdasarkan oleh 

mazhab Hambali, Syafi’i, Maliki, tapi pada mazhab Hanafi 

berpendapat bahwa dalam keadaan mengalami kebangkrutan maka 

hal tersebut tidak membatalkan perjanjian akad kepada yang 

berkaitan. 

 

C. Peran Pembiayaan Syariah untuk Pertanian Ketela 

 Dalam bukunya (Ashari dan Saptana, 2016 : 141) dijelaskan bahwa 

pembiayaan syariah mempunyai prospek untuk meningkatkan berbagai 

macam pembiayaan dalam usaha disektor pertanian. Disisi lain mereka 

membutuhkan sosialisasi dan pemahaman yang tinggi untuk mereka dari 

pihak petani maupun lembaga keungan syariah agar dapat dibuatnya 

sebuah kebijakan yang dapat diterapkan agar terciptanya peningkatan 

dalam hal pembiayaan terhadap sektor pertanian. Pendanaan dalam 

prospek pertanian memiliki keuntungan yang sangat baik dalam rencana 

pengembangan pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah. 

Perkembangan pada lembaga bank syariah secara cepat dan dengan 

komitmen yang kuat terhadap pembiayaan syariah ini untuk melaksanakan 
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pembiayaan pada sektor petani merupakan hal yang sangat dinanti oleh 

para petani. Karena mereka para petani mempunyai keinginan pembiayaan 

tersebut sesuai dengan sistem kerjanya serta pembiayaan tersebut sesuai 

dengan konsep akad syariah. Jika ingin mengembangkan untuk 

meningkatkan sebuah usaha pada sektor pertanian maka dibutuhkan cara 

alternatif atau singkat untuk pengembangannya seperti ; (a) skema 

pembiayaan yang cepat lalu menjadi keuntungan bagi pihak petani untuk 

melakukan pembiayaan dengan penyesuaian karakteristik yang dimiliki 

oleh para pekerja, (b) mengajak para investor yang berlabel swasta untuk 

berinvestasi agar semakin banyak dana yang didapatkan, (c) yang terakhir 

seharusnya jika diperlukan maka adanya pembuatan bank pertanian 

syariah nasional di Indonesia agar para petani mengalami kemudahan 

ketika melakukan pembiayaan. 

 Musyarakah adalah suatu akad kerja sama yang berfungsi 

membiayai dari modal kerja menjadi pembiayaan proyek, dari pendanaan 

jangka pendek hingga pendanaan atas dasar kesepakatan dari awal. 

Langkah – langkah pendaftaran : 

a. Dari pihak pendanaan, satu atau lebih dari pihak pengusaha pertanian 

mendekati lembaga keuangan syariah untuk melakukan pendaftaran 

pembiayaan dengan berinvestasi. 

b. Lembaga keuangan yang menyediakan semua atau sebagian hibah 

c. Semua pihak, termasuk lembaga keuangan, memiliki hak yang sama 

dalam pengelolaan agribisnis 

d. Lalu nisbah akan dibagikan secara kesepakatan dari awal perjanjian 

partisipasi laba berdasarkan penanaman modal investasi 

e. Jika ada kerugian, maka akan ditanggung secara bersama-sama 

f. Pada akhir periode akad, maka keuntungan dibagi di antara para pihak 

termasuk modal. 

 

Alur pembiayaan : 
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1. Pihak petani mengajukan pembiayaan untuk lembaga keuangan syariah 

dengan akad musyarakah dengan laba dan kerugian disepakati kedua 

belah pihak. 

2. Para petani dan pihak lembaga keuangan syariah bersama-sama untuk 

menyepakati pengelolaan dan pengawasan terhadap usaha yang 

dijalankan yang telah di danai bersama, para petani yang mengelola 

sawah atau usaha sejenisnya lalu akan menghasilkan sebuah barang 

yang jadi dan menghasilkan keuntungan kepada kedua belah pihak. 

3. Kualitas cash flow dan dewan pengawas syariah serta peneliti 

pertanian saling memban tu dalam mengawasi, baik dari segi fiqh, segi 

budaya, dan segi perekonomian. 

4. Ketika pada masa akhir panen tiba, hasil panen serta keuntungan akan 

dibagiakn sesuai dengan kesepakatan diawal. 

 

Dibawah ini ada beberapa keuntungan dari akad musyarakah, antara lain 

yaitu : 

1. Untuk lembaga keuangan syariah, akad ini sangat menjanjikan kepada 

lembaga keuangan syariah guna mendapatkan nisbah yang lebih secara 

bertahap setiap tahunnya dan terus-menerus. 

2. Untuk nasabah (para pekerja), lembaga keuangan syariah dalam akad 

ini lembaga akan mengajak terus agar nasabah melajukan guna 

melakukan investasi pada lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip 

syariah. 

3. Diharapkan dengan adanya skim dari akad musyarakah ini, maka 

secara bersama-sama akan tercapai bagi hasil yang setara sesuai yang 

di inginkan dari kesepakatan awal. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PT. BPRS ARTHA MAS ABADI PATI 

A. Sejarah Perusahaan PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati 

  Bank Pengkreditan Rakyat atau juga sering disebut dengan BPR 

merupakan suatu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan 

berbentuk deposito berjangka tabungan dan bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Jika 

menurut UU Perbankan NO. 10 tahun 1998 dikatakan bahwa BPR 

merupakan lembaga keuangan bank melakukan kegiatan usahanyanya 

boleh secara konvensional maupun dengan konsep Syari’ah. 

  Pada pelaksanaannya BPR melaksanakan kegiatan usahanya atas 

dasar dengan prinsip syariah kemudian diatur menurut Surat Keputusan 

Direktur Indonesia No. 32/36/KEP/DIR1999 Tanggal 12 Mei 1999 tentang 

Bank Pengkreditan Rakyat atas dasar dengan prinsip Syariah. Mengenai 

hal ini secara teknis BPRS bisa katakan sebagai lembaga keuangan yang 

seperti BPR konvensiaonal, namun operasional kegiatannya menggunakan  

konsep prinsip-prinsip syariah45. 

  PT. BPRS Artha Mas Abadi dapat dartikan sebagai bentuk sebuah 

unit usaha dari pesantren Maslakul Huda yang dipimpin langsung oleh 

KH. MA Salah Mahfudh. Lembaga ini didirikan pertama kalinya oleh 

putra dari KH. Salah Mahfudh tersebut. Yaitu bernama Abdul Ghofar 

Rozin dan Ahmad Najib Zabidi. Dengan menggunakan sistem syariah 

dilingkungan pesantren Maslakul Huda kemudian dirintis melalui unit 

simpan pinjam terlebih dahulu termasuk (UPSP) yaitu sebuah koperasi di 

pesantren Maslakul Huda sejak ada pada tahun awal 2002, mengenai 

proses persiapan untuk pendirian lembaga bank tersebut terjadi pada 

tanggal 14 November 2005 ( termasuk keputusan direktorat perbankan 

                                                           
 45 Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syari’ah, Yogyakarta: 

Ekonosia, 2003, hlm. 83. 
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syariah bank Indonesia nomor 7/1776/DPbs) kemudian penyusulan 

penerbitan izin usaha pada 1 Juni 2006 (berdasarkan surat keputusan dari 

gubernur Bank Indonesia nomor 08/46/KEP.GBI/2006) dengan membuka 

lembaga tersebut untuk melayani masyarakat umum sejak pada tanggal 28 

Juni 2006 dengan modal awal RP. 500.000.0000 (lima ratus juta rupiah) 

jika dihitung-hitung sekarang telah mempunyai aktiva sekitar Rp. 

2.000.000.000 (dua milyar rupiah). 

B. Visi dan Misi 

 Visi 

 Membentuk lembaga kuangan mikro berbasis syariah yang sehat 

dan tangguh sebagai wujud kepedulian pesantren Maslakul Huda 

terhadap masyarakat dan sebagai contoh bagi pesantren-pesantren 

lain46. 

 Misi 

Misi Umum 

 Memberikan jasa penyimpanan dana masyarakat diwilayah 

operasional PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati 

 Memberikan jasa pembiayaan bagi usaha kecil diwilayah 

operasional PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati 

Misi Khusus 

 Mencipatakan sumber pendanaan bagi pesantren Maslakul Huda 

 Menciptakan kesejahteraan bagi karyawan dan pemegang saham 

C. Tujuan Pendirian 

  Tujuan didirikannya PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati adalah 

sebagai berikut : 

 Meningkatkan pemberdayaan untuk ekonomi yang dikhususkan 

untuk kalangan usaha kecil menengah (UKM) dengan tetap 

menggunakan prinsip syariah 

                                                           
 46 Brosur PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati 
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 Mendorong kehidupan ekonomi syariah untuk mendukung usaha 

kecil menengah (UKM) 

 Menciptakan semangat dan peran kepada para anggota masyarakat 

yang melakukan kegiatan usaha dengan prinsip syariah47. 

D. Lokasi Perusahaan 

  Dalam menjalankan operasionalnya PT. BPRS Artha Mas Abadi 

Pati berusaha memberikan pelayanan bagi para anggota dan calon anggota 

yang ada diwilayah Kabupaten Pati dan sekitarnya. Sampai saat ini telah 

memiliki 4 kantor daerah operasional,  yaitu sebagai berikut : 

a. Kantor Pusat 

Berada di Kecamatan Margoyoso, Desa Waturoyo, daerah pesantren 

Masalakul Huda 

b. Kantor Kas Cluwak 

Berada di daerah Kecamatan Cluwak, Desa Ngablak 

c. Kantor Kas Pati 

Berada di Kota Pati, Kabupaten Pati 

d. Kantor Kas Winong 

Berada di daerah Kecamatan Winong, Desa Pekalongan 

E. Struktur Organisasi 

  Untuk melancarkan sebagai jalannya perusahaaan maka diperlukan 

beberapa bagian untuk memiliki tugas, tanggung jawab serta wewenang 

yang berbeda nanun saling berkaitan satu sama lain (membantu). Oleh 

karena itu diperlukan sebuah struktur organisasi yang mempunyai fungsi 

untuk menjalankan tugas dengan baik dan sesuai bagiannya di organisasi 

tersebut. Dengan seperti ini maka suatu organisasi perusahaan dapat 

dijalankan dengan baik.  

  Dengan hal itu maka PT. BPRS Artha Mas Abadi telah membagi 

bagian dari organisasi perusahaan tersebut agar dapat diajalankan dengan 

baik. Pembagian struktur organisasinya sebagai berikut: 

                                                           
 47 Brosur PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati 
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Dewan Komisaris 1. Komisaris Utama : H. 

Ahmad Mutamakin, S.Pd.I. 

2. Komisaris : H. Wakhrodi, 

S.Pd.I., M.Si 

Dewan Pengawas Syariah 1. H. Ghufron Halim, S.E., 

MM 

2. H. Ahmad Manhajussidad, 

Lc., MSI 

3. Dr. H. Ahmad Dimyati, 

M.Ag 

Direksi 1. Direktur Utama : Hj. Sri 

Hariyani 

2. Direktur : H. Mumu 

Mubarok, SS, M.EI 

Manajemen Risiko dan Kepatuhan Muhtarul Jamil, S.E. 

SPI / SKAI Ahmad Hidayatullah, SHI 

 

Koordinator Operasional Endang Susilo Astuti, S.E. 

Koordinator Kantor Kas 1. Kas Winong : Agus Sa’roni, 

S.E. 

2. Kas Cluwak : Setiyono, 

S.E.I. 

3. Kas Pati : Moh. Sholeh, 

S.Sos. 

(Kasir, Pembukuan/Penghubung, 

Office Boy/OB) 

Kantor Pusat 1. Kasir : Lisa Rofiatin 

Nadliroh, S.E. 

2. Adm Dep/Tab : Fitrotul 

Muna, S.E. 

3. Adm Pembiayaan :  Isny 

Choiriyati, S.E.I.  

                                    

Isro’atin Nikmah, S.E.I. 

4. Administrasi Umum : Eka 

Septiana, S.E.I. 

5. Administrasi SLIK & IT : 

Agus Supriyono, S.Kom 
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6. Pembantu Umum : Eka 

Fitra Firmansyah, S.Ak. 

7. Driver : Ahmad 

Afifurrohman 

 

Kantor Pelayanan Kas Winong 1. Kasir : Ana Fitria, S.Kom. 

2. Pembukuan/Penghub. : M. 

Miftachus Surur,  S.E. 

 

Kantor Pelayanan Kas Cluwak 1. Kasir : Kunarsih, S. Ak. 

2. Pembukuan/Penghub. : 

Dwi Maryono 

Kantor Pelayanan Kas Pati 1. Kasir : Ahmad Nailun 

Najih, S.E.I. 

            Meibya 

Maharani, A.Md 

2. Pembukuan/Penghub. : 

- 

 

Koordinator Pemasaran Moh. Nurhadi, S.Pd.I. 

Pembantu Kord. Pemasaran Wilayah 1. Pusat : Muhtar Lutfi, S.E. 

2. Winong : Agus Sa’roni, 

S.E. 

3. Cluwak : Setiyono, S.E.I. 

4. Pati : Moh. Sholeh, S.Sos. 

5. Bid. Pengh Dana : Moh. 

Jadi, S.E. 

6. Bid. Remedial : Ali Nurhadi 
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Staff Pemasaran 1. Pusat : Edi Sulistiyo, S.E. 

             Agus Sucipto, S.E. 

             M. Adib M., S.E.I. 

2. Winong : Syamsul Hadi, 

S.E. 

                 Ahmad Sahadi, 

S.E. 

                 Syaiful Anwar, 

S.E.Sy. 

3. Cluwak : Ahmad Ismail, 

S.Pd.I. 

                Agus Sutriyono 

                Ali Yusuf 

4. Pati : Abdul Sukur, S.E.Sy. 

          Teguh Irfanto, 

S.E.Sy. 

           Achmad Suwono 

 

 

  Tabel 1 : Struktur Organisasi PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati 

 

  Berikut merupakan pemaparan tugas – tugas dari masing-masing 

bagian di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati: 

1. Dewan Komisaris  

Tugas : 

a. Dapat mengawasi semua pelaksanaan tugas-tugas dari direksi guna 

mengkoordinasikan tentang operasional perusahaan : 

- Sudahkah mengarah kepada fokus untuk mencapai tujuan 

organisasi perusahaan tersebut. 

- Sudahkah direksi melaksanakan tugasnya serta tanggung 

jawabnya mentaati peraturan dan ketentuan yang telah 

ditetapkan, baik itu dari manajemen sendiri ataupun oleh Bank 

Indonesia. 

b. Mengkoordinir terselenggaranya RUPS serta menyampaikan 

pengembangan perusahaan kepada atasan. 
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c. Harus menysusun beberapa konsep yang akan dimintakan 

pengesahaannya pada RUPS tentang hal-hal diantara lain :  

- Fisolosofi perusahaan 

- Kebijakaan umum dan kebijaksanaan usaha sebagai refleksi dari 

“Tujuan Perusahaan” 

- Strategi yang dijalankan. 

d. Mengkoordinasikan terhadap penyusunan dan menyampaikan 

laporan dari Dewan Komisaris dengan cara periodik (Laporan 

Semester) terhadap Bank Indonesia. 

e. Mengkoordinasikan (bersama direksi) penyusunan konsep rencana 

kerja dan anggaran pendapatan dan biaya tahunan perusahaan. 

f. Memberikan sebuah pengarahan terhadap direksi dalam 

mengimplementasikan filosofi perusahaan, kebijkan usaha dan 

strategi operasional untuk tercapainya tujuan yang telah 

tercantumkan.  

 

2. Direktur Utama 

Tugas : 

a. Menyusun beberapa anggaran serta strategi yang telah ditetapkan 

dalam rencana kerja selama setahun guna tercapainya suatu sasaran 

yang disetujui oleh komisaris. 

b. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan aktivitas untuk 

kepentingan perusahaan. 

c. Melaksanakan pengelolaan strategi dalam rangka mengembangkan 

bank yang sehat demi sebuah tercapainya pertumbuhan tingkat 

keuntungan, tingkat kesehatan, rasio pembiayaan bermasalah dan 

efisiensi bank terhadap tingkat untuk mengoptimalakan secara 

kesenambungan. 

d. Harus menjaga keseimbangan likuiditas yang optimal secara sehat 

agar terkoordinasinya kegiatan antara penghimpun dana dan 

penyaluran pembiayaan secara aman, nyaman, dan sehat. 
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e. Memastikan langkah dan mengusulkan penyelesaian pinjaman 

bermasalahan melalui jalur hukum dengan tetap berpedoman pada 

prinsip cost and benefit. 

f. Penetapan kebijaksanaan  guna tersusunnya sistem dan prosedur 

operasional. 

g. Peningkatan keterampilan dan profesionalnya SDM yang memiliki 

bank secara optimal agar tercapainya tingkat efektivitas dan 

efisiensi produktivitas yang telah ditentukan.  

h. Menindak lanjuti hasil dan pengevaluasian nilai terhadap kinerja 

karyawan penyeleksi, penempatan yang sesuai lalu disesuaikan 

terhadap jabatan atau bagiannya. 

i. Menjaga citra nama baik bank yang baik dan harmonis dengan 

masyarakat. 

j. Menyusunkan dan evaluasi kebijakan mutu terhadap penjagaan dan 

penetapan kosistennya dalam menerapkan manajemen yang 

diharuskan baik. 

 

3. Direktur 

Tugas : 

a. Bekerja sama dengann Direktur Utama dalam menyusunn 

anggaran dan strategi rencana kerja.. 

b. Bersama Direktur Utama mengontrol laporan keuangan dan 

laporan terkait lainnya untuk di sampaikan kepada Bank 

Indonesia, Dewan Komisaris, serta pihak terkait lainnya.  

c. Terkoordinasinya pelayanan dan pemrosesan pengoperasionalan 

dengan baik lancar, nyaman, dan aman. 

d. Terpastinya bahwa hasil dari evaluasi atau pemeriksaan dari hasil 

Bank Indonesia, Dewan Komisaris dan SPI. 

e. Menindaklanjuti terhadap sistem dan prosedur operasioanl 

aktivitas bank apakah dilaksanakan dengan ketentuan yang telah 

ada. 
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f. Memberikan arahan, motivasi dorongan, pembinaan dan 

terbimbingnya pada semua karyawan yang ada pada perusahaan. 

g. Melaksanakan pengevaluasian penilaian karyawan dan 

memberikan kesempatan untuk para karyawan dalam 

mengembangkan karir. 

h. Penindakan kebijakan terhadap Direktur Utama. 

i. Penanggapan terhadap keluhan para nasabah sesuai dengan 

keluhannya. 

j. Wajib menjaga citra yang baik agar menciptakan hubungan yang 

baik serta harmonis dilingkungan perusahaan berada. 

k. Membantu Direktur Utama untuk pengevaluasian dan penyusunan 

berbagai kebijakan mutu dan menjaga konsistean penerapan sistem 

manajemen yang baik. 

l. Saling membantu kepada Direktur Utama guna menerapkan 

prinsip pengenalan nasabah untuk oprasional bank. 

 

4. Administrasi Pembiayaan 

Tugas : 

a. Membuat tiket untuk angsuran pembiayaan yang sesuai dengan 

kartu nasabah. 

b. Wajib melayani nasabah pembiayaan pada saat mengangsur dan 

melunasi.  

c. Melaksanakan pengecekan formulir dan kelengkapan syarat-syarat 

untuk nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. 

d. Mengecek kembali dan memeriksa keaslian atau kebenaran 

terhadap barang jaminan yang dipunyai oleh nasabah. 

e. Membuat laporan yang ada kaitannya dengan fasilitas pembiayaan 

baik untuk laporan intern maupun laporan ekstern. 

f. Menyimpan, menerima dan menata usahakan barang jaminan 

pembiayaan. 
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g. Menghubungi para pihak notaris ketika ada realisasi kepada 

nasabah ketika ditentukan mengggunakan pengikatan notaris.  

h. Pembuatan laporan atas pemakaian dan persediaan materai. 

i. Melakukan tugas yang lain yaitu tentang tugas insidential dari 

pihak atasan yang berhubungan mengenai administrasi 

pembiayaan. 

 

5. Kasir/TelleR 

Tugas : 

a. Mengambil dan memasukkan kotak box teller dari almari box ke 

khasanah utama. 

b. Membuat hal tertulis jam keluar dan masuk serta memberikan 

paraf pada catatan yang telah jadi buku ke khasanah utama. 

c. Menyiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk peralatan dan 

perlengkapan kasir. 

d. Melakukan penarikan, pencairan dana serta pembayaran secara 

tunai dengan uang. 

e. Melakukan pengecekan ulang terhadap uang yang telah ada 

sebelum istirahat siang dimulai. 

f. Terpeliharanya keeuangan yang harus tersedia sesuai dengan yang 

dibutuhkan setiap harinya. 

g. Membuat laporan transaksi kas harian dan laporan perincian mata 

uang. 

h. Mengadministrasikan hasil titipan setoran dari nasabah 

i. Membuat laporan selisih kasir bila ada serta laporan uang palsu 

bila ada. 

j. Melakukan pengecekan dan penataan uang tunai yang nanti akan 

diperiksa oleh pihak atasan. 

k. Memebayar tagihan seperti : Majalah, pengeluaran listrik, telepon, 

koran, air minum, biaya overhead, dan lain-lain. 
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l. Melakukan tugas insidential yang ada hubungannya dengan kasir 

dari pihak atasan. 

 

6. Koordinator Bagian Pemasaran 

Tugas : 

a. Melakukan pemeriksaan dan memberikan persetujuan dan bentuk 

paraf atas hasil pemeriksaan oleh staff pembiayaan. 

b. Memeriksa dan memberikan persetujuan dalam bentuk paraf hasil 

pemeriksaan staff pembiayaan. 

c. Melaksanakan survai terhadap lanjutan lapangan ( bila diperlukan) 

atas jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah. 

d. Melakukan pemeriksaan terhadap persetujuan dalam bentuk hasil 

paraf pada Surat Pemberitahuan Tagihan yang nantinya akan 

diberikan untuk nasabah. 

e. Mengikuti staff pemasaran terhadap hal untuk pemasaran dalam 

memasarkan dan penanganan tabungan, deposito serta pembiayaan 

apapun ketika itu diperlukan. 

f. Perencanaan, mengusulkan serta melaksanakan usaha-usaha untuk 

menjaga kualitas terhadap pembiayaan agar semuanya dalam 

kondisi tetap lancar tanpa halangan. 

 

7. Pembantu Koordinator Pemasaran Wilayah 

Tugas : 

a. Wajib memeriksa dan memberikan persetujuan atas bentuk paraf 

proposal pembiyaan dalam wilayah kerjanya. 

b. Wajib memeriksa dan memberikan persetujuan atas bentuk tanda 

tangan atau paraf dari hasil yang telah dianalisa pembiayaan dari 

AO. 

c. Melaksanakan survai lapangan lanjutan (apabila diperlukan) 

terhadap agunan yang telah diserahkan kepada debitur. 
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d. Melakukan pemeriksaan dan memberikan dalam bentuk paraf atas 

kwitansi penerimaan angsurann (KPA) dan kwitansi serah terima 

angsuran (KSTA) yang akan segera diserahkan kepada para 

instansi dan para debitur atas dasar daftar penagihan karyawan 

pembiayaan. 

e. Melakukan pemeriksaan terhadap tindak lanjut atas daftar (DTG). 

f. Melakukan pemeriksaan dan menentukan persetujuan dalam 

bentuk paraf untuk teguran terhadap kesalahan para debitur. 

g. Mengikuti bersama dengan Account Officer (AO) untuk 

melaksanakan pembiayaan terhadap nasabah dalam rangka 

pengevaluasian dalam penanganan pembiayaan non lancar. 

 

8. Satuan Pengawas Intern 

Tugas : 

a. Melaksanakan pengawasan dalam menyelenggarakan tata kerja 

dan prosedur di lingkungan perusahaan menurut kesepakatan yang 

telah berlaku. 

b. Melaksanakan penanganan harian kepada operasional, pembukuan 

dan keputusan manajemen secara umum. 

c. Tercatatnya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilanggar oleh 

para karyawan. 

d. Pemantauan dan menerapkan sistem dan tata cara operasional 

yang dilaksanakan oleh karyawan. 

e. Memantau apa yang dilakukan oleh peraturan pemerintahan, Bank 

Indonesia, dengan cara-cara yang ditentukan oleh perusahaan. 

f. Pemberian rekomendasi perbaikan atas temuan pada saat 

dilapangan untuk direksi. 

 

9. Administrasi Tabungan dan Deposito 

Tugas : 
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a.  Memberikan penginformasian terhadap pencalonan nasabah 

mengenai syarat-syarat pada saat pembukaan rekening dan 

deposito dan tabungan dan ciri-ciri dari sebuah produk yang 

terdapat pada lembaga tersebut. 

b. Pengadministrasian tabungan antara yang aktif dan non aktif dan 

kartu tabungan. 

c. Perhitungan terhadap bagi hasil serta pajak deposito dari setiap 

tanggal yang akan diberikan dengan bagi hasil atas rekening 

deposito. 

d. Melakukan pencatatan terhadap bagi hasil atas pajak tabungan 

untuk pada kartu tabungan. 

e. Melakukan pencocokan sebagai posisi deposito atau tabungan 

terhadap penurutan catatan pembukuan. 

f. Melaksanakan verifikasi untuk transaksi kepada penyetoran tunai. 

g. Pembuatan laporan nominatif terhadap deposito/tabungan setiap 

bulannya. 

h. Memperbaharui kartu tabungan atau buku yang telah mengalami 

kerusakan atau sudah kepenuhan. 

i. Pencatatan transaksi penyetoran tunai dan penarikan tunai ke 

dalam kartu tabungan dan di buku tabungan nasabah. 

j. Pembuatan register buku tabungan atau sejenisnya yang dilakukan 

setiap hari. 

k. Wajib memberikan suatu tanda pada buku tabungan nasabah yang 

rekeningnya telah ditutup oleh para nasabah yang ada. 

l. Melakukan pemeriksaan terhadap tanggal pada saat jatuh tempo 

deposito terhadap customer service untuk dikonfirmasi. 

m. Melaksanakan updating atas database yang nasabah punya untuk 

keperluan pendataan. 

n. Melakukan pelaporan kegiatan transaksi yang memungkinkan ada 

hal yang mencurigakan. 
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10. Koordinator Bagian Operasional/Umum 

Tugas : 

a. Melakukan pemantauan proses pembukuan mulai pada saat 

pencatatan transaksi sampai dengan penyusunan laporan-laporan. 

b. Melaksanakan proses terverifikasinya transaksi pembukuan 

berdasarkan bahwa telah terbukti di pembukuan yang telah ada. 

c. Memastikan semua kegiatan bagian operasional telah di bukukan 

pada hari tersebut. 

d. Memeriksa transaksi harian. 

e. Melakukan penyusunan laporan keuangan yang akan diberikan 

kepada direksi. 

f. Melakukan pencetakan laporan keuangan seperti aktiva, laba rugi, 

buku besar, neraca, pemindahan buku besar pembantu, serta yang 

sejenisnya. 

g. Mempunyai tanggung jawab atas penyimpanan, keamanan dan 

penggunaan bilyet deposito dan pada buku tabungan. 

h. Dapat memberikan masukan terhadap direksi dalam membuat 

rencana anggaran maupun kebijakan operasional. 

i. Menjadi pihak yang menampung keluh kesah dari nasabah. 

j. Wajib melaporkan apabila ada kegiatan yang sangat mencurigakan 

11. Staff Umum 

Tugas : 

a. Melakukan pengecekan atau memonitor terhadap kehadiran para 

karyawan. 

b. Mengapdate  semua persediaan dari ATK dan barang yang akan 

dicetak. 

c. Melakukan pembuatan surat keluar, penerimaan surat masuk, serta 

pengarsipan surat yang keluar dan masuk. 

d. Bertugas : penyusunan inventaris beserta amortisasi pada saat 

beban dibayar dimuka. 
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e. Pembuatan draf gaji direksi, para karyawan, dan para honerer 

komisaris serta DPS untuk diajukan kepada direksi. 

f. Bekerja sama dengan koordinator umum ketika membuat laporan-

laporan yang akan dibutuhkan oleh para BI, LPS, serta pihak-

pihak yang telah ditentukan sesuaia dalam kebutuhan yang telah 

berlaku. 

 

12. Pembantu Umum 

Tugas : 

a. Melakukan pembersihan halaman di area sekitar kantor 

b. Membuatkan air minum untuk para pegawai kantor. 

c. Membersihkan semua peralatan dapur yang ada dikantor. 

d. Bersedia kapan pun jika suatu saat diminta  bantuan dari pihak 

lain. 

e. Melakukan perawatan terhadap inventaris yang telah ada dikantor 

 

13. Sopir 

Tugas : 

a. Bekerja sama dengan pembantu umum membersihkan area kantor. 

b. Melakukan perawatan terhadap mobil kantor dan bertanggung 

jawab atas mobil kantor. 

c. Harus siap melayani apapun yang dibutuhkan oleh direksi dan 

seluruh pegawai kantor yang akan menggunakan mobil kantor 

ketika sudah mendapatkan izin dari direksi. 

 

14. Staff Pemasaran 

Tugas : 

a. Melakukan pemasaran terhadap produk-produk  serta jasa 

pelayanan dan sejenisnya yang dimiliki oleh lembaga. 

b. Melaksanakan penjadwalan kunjungan kepada nasabah. 
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c. Melakukan target yang telah dibebankan oleh lembaga untuk 

memperoleh pendanaan. 

d. Melakukan pembinaan dan memonitor atas aktivitas nasabah yang 

akan berjalan dimana akan diproyeksikan dan langsung dianalisa. 

e. Pencarian informasi tentang beberapa karakter, aktivitas bisnis, 

dan usaha yang dimiliki oleh nasabah maupun yang akan menjadi 

calon nasabah. 

f. Dengan melaksanakan analisa atas pembiayaan para nasabah 

sehingga pembayaran nasabah mengalami kelancaran. 

g. Melakukan pembuatan laporan bulanan atas dasar pencapaian dari 

pemasukan dari account. 

h. Harus menyampaikan informasi dan penyusunan laporan terhadap 

potensi pasar untuk mengembangkan produk usaha. 

i. Melaksanakan pembinaan terhadap para nasabah agar selalu lancar 

dalam pembiayaan. 

j. Selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian terhadap nasabah dan 

diterapkannya tata cara pembiayaan yang sehat dalam melakukan 

penyaluran dana. 

k. Selalu menerapkann prinsip funding untuk mengenal nasabah 

lebih dalam. 

15. Koordinator Kantor Pelayanan Kas  

Tugas : 

a. Selalu membantu manajemen ketika menjabarkan kegiatan rencana 

maupun pelaksanaan, serta pemantauan sistem dan prosedur bagi 

unit kerja KPK. 

b. Penyusunan rencana pekerjaan secara berkala yang menyangkut 

pembinaan serta pengembangan KPK. 

c. Mengidentifikasi dalam peningkatan efisiensi terhadap jajaran KPK 

seperti untuk merencanakan SDM yang dibutuhkan oleh KPK. 

 

F. Sistem dan Produk di BPRS Artha Mas Abadi Pati 
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  Dalam proses pelayanannya PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati 

selalu memberikan sebuah pelayanan yang sangat mudah untuk para 

anggotanya serta calon anggotanya dalam melakukan transaksi. 

Kemudahan ini diwujudkan dalam bermacam-macam jenis produk layanan 

oleh lembaga tersebut. Dibawah ini merupakan produk-produk simpanan 

yang dimiliki oleh PT. BPRS Artha Mas Abadi diantaranya sebagai 

berikut48 : 

A. Simpanan 

1. Tabungan iB Wadiah 

 Tabungan iB Wadiah ini adalah tabungan yang pengelolaanya 

melalui sistem penitipan atau sering juga disebut dengan wadiah. 

Ketentuan : 

 Melakukan setoran awal minimal kurang lebih sebesar Rp 

25.000,- 

 Tabungan ini bisa diambil kapan saja sesuai kebutuhan 

 Mendapatkan Bonus (‘athaya) kompetitif 

2. Tabungan iB Mudharabah 

 Yang dimaksudkan dengan tabungan mudharabah yaitu tabungan 

yang pengeloaannya disini menggunakan sistem bagi hasil atau 

sering disebut dengann mudharabah. Perlu diketahui bahwa 

tabungan mudharabah ini memiliki beberapa macam-macam 

tabungan, yaitu sebagai berikut : 

a. Tabungan Haji 

 Yang dimaksud tabungan haji disini yaitu tabungan yang 

diperuntukan untuk para nasabah/anggotanya jika ingin 

melakukan sebuah perencanaan dan niat mulia untuk 

menunaikan sebuah rukun islam yang ke 5 yang merupakan haji. 

Saling membantu untuk mewujudkan niat para nasabahnya 

dengan mudah jika ingin berhaji dengan mudah dan terencana. 

Ketentuan : 

                                                           
 48 Brosur PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati 
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 Pada saat penyetoran awal minimal Rp. 100.000,- yang 

disetorkan 

 Lalu pada saat setoran selanjutnya minimal harus Rp. 100.000,- 

per bulan 

 Keuntungan bagi hasil ditentukan di awal sesuai dengan 

kesepakatan 

 Pada saat akan mengambil tabungan hanya dapat diberlakukan 

untuk pembayaran ongkos naik haji tersebut. 

b. Tabungan Qurban 

 Yang dimaksud dengan tabungan qurban disini merupakan 

tabungan yang telah dirancang untuk membantu para nasabah 

yang ingin menunaikan qurban yang sudah terealisasikan setiap 

tahunnya. Agar dengan menabung memudahkan keuangan yang 

ada dalam bisnis dan usaha nya, juga tidak merepotkan keluarga. 

Ketentuan : 

 Pada setoran awal harus minimal Rp 50.000,- 

 Pada saat setoran selanjutnya yaitu minimal harus Rp. 

50.000,- 

 Keuntungannya ditetapkan pada saat awal akad 

 Lalu tabungan dapat ditarik pada saat awal bulan Dzulhijah 

atau boleh saja jika tabungan itu sudah sampai satu tahun. 

c. Tabungan Pendidikan 

 Yang dimaksud disini tentang tabungan pendidikan yaitu 

tabungan yang memang dibuat untuk dikhususkan kepada putra-

putri yang memang ingin berlatih agar gemar menabung, 

menghemat, atau juga bisa mempersiapkan dana untuk 

pendidikian ke jenjang selanjutnya serta lebih ke pengenalan 

anak-anak terhadap produk-produk syariah. 

Ketentuan : 

 Pada awal setoran harus dengan minimal Rp. 100.000,- 

 Selanjutnya bisa disetorkan Rp. 50.000,- 
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 Keuntungannya ditetapkan berdasarkan ketentuan awal pada 

saat kontrak akad 

 Mengenai jangka waktu disesuaikan dengan jenjang 

pendidikan anak 

d. Tabungan Masa Depan 

 Yang dimaksud dengan tabungan masa depan disini yaitu 

merupakan sebuah program yang berjangka panjang yang telah 

dirancang untuk mempersiapkan masa depan keluarga yang lebih 

terprogram dan terjamin pengelolaanya. Tabungan masa depan 

ini menggunakan prinsip mudaharabah al mutlaqah dan para 

anggotanya akan mendapatkan keuntungan pada saat jatuh tempo 

telah usai.  

Ketentuan : 

 Pada awal setoran minimal harus Rp. 100.000,- 

 Lalu untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,- 

 Keuntungannya ditetapkan pada saat awal kontrak akad 

 Tabungan ini berjangka minimal tiga tahun. 

3. Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) 

 Yang dimaksud dengan tabungan simpel disini yaitu tabungan ini 

dikhususkan untuk para pelajar yang diterbitkan secara bersama-

sama oleh bank di Indonesia, terdapat persyaratan yang sangat 

mudah dan sederhana serta fitur yang tentu menarik. Hal ini 

dilakukan untuk edukasi dan inklusi keuangan agar mendorong para 

nasabah menabung sejak dini. 

4. Deposito Mudharabah 

 Yang dimaksud dengan deposito mudharabah disini yaitu suatu 

transaksi penanaman modal dari pemilik dana atau sering disebut 

dengan shahibul mal terhadap ke pengelola dana atau pekerja sering 

juga disebut dengan mudharib guna melaksanakan aktivitas usaha 

tertentu yang sesuai dengan prinsip islam, dengan pembagian 

keuntungan telah disepakati diawal berdasarkan kontrak akad. Dan 
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mengenai penarikannya hanya bisa dilaksanakan pada saat waktu 

tertentu saja hal ini berdasarkan perjanjian pada saat awal akad 

terhadap nasabah dengan bank49. 

Ketentuannya : 

 Pada awal setorannya minimal harus Rp. 1.000.000,- 

 Mengenai jangka waktu bisa 3, 6, dan 12 bulan 

 Keuntungannya disepakati berdasarkan dari awal saat akad 

ditetapkan 

 Pengambilan dana bisa dilakukan pada saat jatuh tempo telah tiba 

B. Pembiayaan 

1. Pembiayaan iB Murabahah 

  Disini pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan 

yang mempunyai prinsip jual beli barang dagangan pada harga 

yang telah ditentukan atau harga pokok terhadap keuntungan yang 

telah disepakati bersama. Dalam hal ini pembayaran dapat 

dilakukan dengan mengangsur sesuai dengan kesepakatan dari awal 

akad.  Sehingga pembiayaan ini sangat cocok untuk jenis model 

pembiayaan yang anggota butuhkan untuk tambahan harta modal 

jika mengalami kekurangan dana untuk melunasinya secara tunai.  

2. Pembiayaan iB Musyarakah 

  Pengertian dari pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan 

yang bekerja sama diantara kedua belah pihak yang atau bisa lebih 

untuk melakukan sebuah bisnis tertentu yang masing-masing dari 

pihak tersebut memberikan kontribusi dana dengan nisbah bahwa 

nanti akan dibagi sesuai dengan ketentuan pada saat awal kontrak 

akad. Lalu, kerugiannya akan ditanggung sesuai pada porsi 

penyaluran dana di awal akad. 

3. Pembiayaan iB Multijasa 

                                                           
 49 Brosur PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati 
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  Yang di maksud dengan pembiayaan multijasa disini adalah  

multijasa yang transaksinya menggunakan akad ijarah. 

Ketentuan : 

 Jaminan atau agunan bisa berupa sertifikat tanah atau 

kendaraan bermotor 

 Dengan jangka waktu mulai dari 10 – 50 bulan50. 

C. IB Gadai Emas 

 Pembiayaan ini yang dimaksudkan adalah jenis pembiayaan yang 

dilakukan menggunakan prinsip ijarah, qardh, serta rahn. 

Ketentuan : 

 Termasuk solusi dari persoalan keuangan u mat islam tanpa 

diharuskan kehialangan perhiasan 

 Biaya nya yang sangat kompetitif 

 Dengan jangka waktu kurang lebih 4 bulan51. 

 

  

                                                           
 50  https://bprsama.wordpress.com/pembiayaan-multijasa/ dikutip pada tanggal 22 

Mei 2022 pukul 19.41 WIB 
 

 51 https://bprsama.wordpress.com/gadai-emas/ dikutip pada tanggal 22 Mei 2020 

pukul 19.30 WIB 

 

https://bprsama.wordpress.com/pembiayaan-multijasa/
https://bprsama.wordpress.com/gadai-emas/
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Implementasi Pembiayaan Musyarakah pada Petani Ketela di PT. 

BPRS Artha Mas Abadi Pati 

1. Pengertian Musyarakah pada PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati 

  Pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh PT. BPRS 

Artha Mas Abadi Pati, merupakan suatu akad yang bekerja sama antar 

dua belah pihak atau lebih dari pihak BPRS kepada para nasabah yang 

ditawarkan kepada para petani. Dengan itu pembiayaan musyarakah 

ini memiliki ketentuan dan kesepakatan dari pihak-pihak yang 

menyalurkan modal. Dimana nanti porsi modal yang dikeluarkan oleh 

PT. BPRS Artha Mas Abadi terhadap nasabah dapat dihitung dari 

selisih penghasilan oleh nasabah terhadap 1 bulan dengan anggaran 

jumlah yang ditentukan di awal. Nisbah bagi hasil atau keuntungan 

dan kerugian akan ditanggung secara bersama-sama sesuai pada 

kesepakatan diawal kontrak akad. 

  Pembiayaan akad musyarakahh merupakan salah satu 

produk pembiayaan yang ada pada PT. BPRS yang ditawarkan oleh PT 

BPRS Artha Mas Abadi Pati kepada para anggotanya bagi yang 

kekurangan modal dalam menjalankan usahanya, terutama dalam 

sektor pertanian. Pada pembiayaan ini dikhususkan dipilih karena 

penyesuaian terhadap sistem produksi pertanian termasuk pertanian 

ketela yang terjadi dalam kurun waktu 4, 5, 6, dan 9 bulan. Oleh 

karena itu, petani bisa menggunakan pembiayaan musyarakah ini dari 

awal tanam sampai dengan panen tiba dan pengembalian dilakukan 

pada saat musim panen telah selesai. Kegiatan yang dilakukan oleh PT. 

BPRS Artha Mas Abadi Pati ini terhadap akad musyrakah yaitu 

berusaha memberikan fasilitas pembiayaan terhadap para anggotanya 

pada golongan ekonomi mikro kecil dan menengah yang digunakan 

untuk pembiayaan konsumtif serta pembiayaan produktif.  
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2. Pihak yang Berkontrak 

  Kepada pihak yang berkontrak baik pihak dari PT. BPRS 

Artha Mas Abadi Pati maupun dari pihak anggotanya harus memiliki 

kompetensi, mengenai hal – hal yang akan menyangkut pembiayaan 

dan mempunyai kapasitas hukum. Karena itu dalam hal ini pihak dari 

PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati sudah membekali seluruh 

pegawainya yang bekerja di perusahaan tersebut dengan berbagai 

pelatihan dan pengetahuan agar dapat menunjang dalam melaksanakan 

pembiayaan musyarakah tersebut. 

  Lalu calon nasabah atau anggotanya yang ingin melakukan 

pembiayaan diwajibkan harus memenuhi persyaratan pengajuan 

pembiayaan secara lengkap tanpa kecuali. Dikarenakan dalam akad 

musyarakah ini telah terdapat bagi petani dalan penggunaan modal 

harus dilaksanakan dengan kesungguhan untuk usaha pertaniannya dan 

bukan untuk hal lain. 

3. Ketentuan Akad Musyarakah di PT. BPRS Artha Mas Abadi 

  Ketentuan akad dalam pembiayaan musyarakah merupakan 

syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan untuk menunjukkan kehendak mereka dalam 

mengadakan pembiayaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut52 : 

a. Dalam hal penawaran dan penerimaan diwajibkan harus secara 

eksplisit dengan menunjukkan tujuan kontrak itu untuk apa 

b. Penawaran dan penerimaan barang atau jasa dilaksanakan pada 

saat kontrak akad. 

c. Untuk akad dituangkan secara tertulis, melalui korespodensi, atau 

bisa dengan digunakannya secara komuniaksi modern. 

                                                           
 52 Moh. Nurhadi (Koordinator Pemasaran), Wawancara PT. BPRS Artha Mas 

Abadi Pati, pada Senin, 7 Maret 2022. 
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d. Dalam melakukan pembiayaan musyarakah dari pihak nasabah 

usahanya harus bersifat musiman (pertanian) yang hasilnya sesuai 

dengan jatuh tempo 

e. Adanya penyetoran modal bersama (bekerja sama dengan 

keuntungan dan kerugian disepakati diawal kontrak akad). 

f.  Harus ada penyetoran porsi modal 

  Implementasinya pada PT. BPRS Artha Mas Abadi bahwa 

penawaran dan penerimaan yang dilaksanakan oleh dua belah pihak 

tersebut yaitu pembiayaan musyarakah untuk sektor pertanian. Kepada 

calon nasabah yang ingin megajukan pembiayaan harus datang ke 

lembaga itu sendiri ataupun ditemani seseorang yang masih kerabat 

sebagai perwalian serta penanggung jawab dengan itu maka pada saat 

akad dilaksanakan nanti anggota harus mengetahui sendiri dan 

melakukan tata cara untuk melakukan pembiayaan sesuai dengan 

ketentuan. Setelah semua proses dilakukan, yang diketahui dan ditulis 

oleh dua belah pihak antara mereka. Dengan hal begitu maka 

ketentuan akad yang ada pada PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati sudah 

memenuhi kriteria atas dasar ketentuan akad dari Fatwa DSN MUI. 

4. Alur dan Mekanisme Pembiayaan Musyarakah pada Petani Ketela53 

Alur Pembiayaan Musyarakah di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati 

 Dari pihak nasabah : 

a. Nasabah datang ke bank/lembaga BPRS untuk mengajukan 

permohonan pembiayaan 

b. Nasabah melakukan pengajuan data diri atau melengkapi 

persyaratan yang akan digunakan untuk melakukan 

pembiayaan 

c. Mengisi formulir pendaftaran (berapa jumlah pembiayaan yang 

ingin diajukan) 

d. Pembiayaan harus jelas penggunaannya 

                                                           
 53 Moh. Nurhadi (Koordinator Pemasaran), Wawancara Karyawan PT. BPRS 

Artha Mas Abadi Pati, pada Senin, 7 Maret 2022. 
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 Dari pihak petugas : 

a. Survai nasabah mulai dari ( usaha yang dijalankan, rumah, dan 

aset lainnya) 

b. Pengecekan pemilik agunan asli/palsu (khusus mobil di cek 

langsung di tempat pengecekan agunan secara resmi) 

 Usaha yang dijalankan oleh nasabah54 

a. Pengecekan secara langsung terjun kelapangan dilingkungan 

tempat nasabah berusaha (sawah pertanian, ladang) 

b. Dokumentasi 

c. Pengecekan ke lingkungan sekitar (tetangga/narasumber lain) 

untuk dimintai informasi terkait calon nasabah 

d. Pengecekan agunan bahwa sertifikat yang digunakan asli/milik 

sendiri/milik orang yang terikat 

e. Wawancara dengan calon nasabah 

f. Setelah hasil survai bisa menentukan plafond pembiayaan 

untuk nasabah 

 Analisa Pembiayaan menggunakan prinsip 5 C55 

a. Character (kepribadian atau watak) 

  Karakter merupakan  suatu keyakinan dari karakter 

dan sifat-sifat atau watak manusia yang akan melakukan 

pembiayaan dan diberi pembiayaan oleh lembaga seharusnya 

dapat benar-benar dipercayakan, mengenai hal ini dapat dilihat 

dari latar belakang nasabah baik itu dari latar belakang 

pekerjaannya maupun dari pribadinya diri sendiri.  Misalnya 

seperti gaya hidup dari nasabah itu dan cara hidup yang 

                                                           
 54 Moh. Nur Hadi (Koordinator Pemasaran), Wawancara dengan karyawan BPRS 

Artha Mas Abadai pati pada Senin tanggal 7 Maret 2022 

 55 Jopie Jusuf, Analisis Kredit Untuk Account Officer, (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 1995), h.195. 
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dijalaninya, keadaan keluarga, beserta hobinya, dan lingkungan 

sosialnya56 

b. Capacity (kemampuan atau kesanggupan) 

  Kapasitas merupakan sebuah kemampuan dari 

nasabah untuk melaksanakan usaha bisnisnya guna untuk 

mendapatkan  keuntungan atau laba. Pada konsep ini yang 

dianalis dalam prinsip 5C ini adalah factor internal dari 

perusahaan. Dengan hal itu, hasil yang didapatkan dari analisis 

capacity adalah kelebihan dan kekurangan dari suatu 

perusahaan tersebut. 

c. Capital (modal atau kekayaan) 

  Capital merupakan suatu penilaian terhadap 

besarnya modal calon nasabah yang akan diserahkan ke 

perusahaan. Selain itu, faktor lain yang dapat dianalisa 

merupakan modal sendiri yang akan disetorkan oleh debitur 

kepada lembaga perusahaan. Perusahaan akan melihat lebih 

dahulu berapa banyak kapital (modal dari perusahaan itu 

sendiri) yang di miliki oleh calon debitur untuk menjalankan 

usahanya. Setelah perusahaan melihat modal yang dimilikinya 

dari calon debitur barulah perusahaan menutupi berapa banyak 

kekurangan modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha 

tersebut. 

d. Collateral (jaminan) 

  Collateral atau juga bisa disebut sebagai jaminan 

atau agunan merupakan jaminan yang akan diberikan oleh para 

nasabah kepada perusahaan. Konsep ini dipakai untuk 

menganalisa pembiayaan dengan konsep yang dapat diterima 

banyak orang, konsep ini menyatakan bahwa jaminan atau 

agunan adalah aspek yang harus dimiliki dan diserahkan pada 

                                                           
 56 Thamrin Abdullah dan Francis tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.173. 
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saat pembiayaan. Pada perusahaan setiap ada barang jaminan 

yang akan diterima sebagai jaminan maka harus dilakukan 

penilaian terlebih dahulu, untuk mendapatkan keyakinan dari 

perusahaan dan harga yang layak menurut perusahaan. Maka, 

karena itu jaminan atau agunan itu dapat digunakan sebagai 

suatu alat untuk mengamankan jika suatu saat nanti ada 

masalah dan ketidakpastian pada saat pembayaran belum jatuh 

tempo dan pembiayaan harus dilunasi. 

e. Condition of Economic (kondisi ekonomi) 

  Kondisi Ekonomi merupakan ketika suatu 

pemberian pembiayaan oleh bank, kondisi ekonomi secara 

umum serta kondisi usaha maupun bisnis yang dijalankannya 

oleh nasabah pemohon pembiayaan perlu mendapatkan 

perhatian khusus dari perusahaan sebab untuk memperkecil 

resiko yang nantinya apabila kemungkinan terjadi yang 

disebabkan oleh kondisi ekonomi tersebut. 

 Keputusan Pembiayaan 

  Pada keputusan pembiayaan musyarakah untuk pertanian 

yang dilaksanakan dari komite pembiayaan sangat menentukan 

apakah permohonan dari nasabah pembiayaan akan disetujui atau 

akan ditolak. Jika permohonan disetujui dan diterima maka perlu 

dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan pembiayaan ini 

mencakup atas : berapa banyak jumlah uang yang diterima sering 

disebut dengan plafond yang disetujui, dan jangka waktu 

pembiayaan serta biaya-biaya yang lain yang harus dibayarkan oleh 

nasabah. 

 Tahap Persetujuan dan Pencairan Pembiayaan 

  Proses pencairan pembiayaan musyarakah ini dilakukan 

ketika setelah semua ketentuan akad terpenuhi. Kemudian nasabah 

datang ke lembaga/bprs untuk melakukan penandatangan akad 
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serta menyerahkan tanda jaminan/agunan yang asli. Setelah itu 

baru pelaksanaan pencairan pembiayaan musyarakah. 

5. Penerapan dan Penentuan Bagi Hasil 

a. Berdasarkan Ijab Qabul 

 Di awal akad biasanya ada identitas para pihak yang telah 

menyepakati untuk mengadakan kerja sama. Pihak dari bank 

bagian pembiayaan membacakan akad didepan nasabah dan saksi 

yang melakukan pembiayaan, lalu nasabah diberi kesempatan 

untuk membaca akad, dan pihak lembaga mengulang pembacaan 

akad tersebut agar semuanya dipahami oleh nasabah. Pada saat 

melakukan akad musyarakah dari pihak perusahaan dan nasabah 

juga melakukan penawaran mengenai bagi hasil sampai semuanya 

diterima. Didalam akad ini juga terdapat secara jelas bagaimana 

tujuan dari penggunaan dana yang akan dijalankan bersama. Akad 

musyarakah dituangkan secara tertulis dengan persetujuan para 

mitra usaha dan saksi. Lalu persetujuan dari nasabah bisa 

menerima semua kesepakatan dan ketentuan didalam akad yang 

telah dibuktikan dari pihak nasabah menandatangani akad tersebut. 

b. Berdasarkan Subjek Akad 

 Berdasarkan subjek akadnya pembiayaan musyarakah ini 

para mitra usaha wajib bertanggung jawab atas usaha yang sedang 

dijalankan, salah satu dari mitra tidak mempunyai wewenang 

dalam pengendalian usahanya sendiri dan setiap mitra menjalankan 

usahanya sebagai wakil. Mengenai pembiayaan musyarakah pada 

BPRS, jadi pihak dari perusahaan akan memberikan modal serta 

pihak nasabah pun akan memberikan modal, lalu nasabah tersebut 

yang akan menjalankan usaha tersebut. Pihak perusahaan 

memberikan kuasa penuh kepada nasabah untuk pengelolaan usaha 

dengan tidak melakukan kesalahan dengan kesengajaan. Sehingga 

nanti dana yang diberikan guna pembiayaan usaha harus digunakan 

dengan sungguh – sungguh secara jelas, dan tidak boleh digunakan 
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untuk kepentingann pribadi. Jika hal itu terjadi, maka pihak 

nasabah melakukan kesalahan pelanggaran atas dasar syarat-syarat 

perjanjian akad dari awal. 

c. Berdasarkan Objek Akad (Modal, Kerja, Keuntungan, dan 

Kerugian) 

 Dalam hal modal yang diserahkan oleh pihak perusahaan 

(BPRS) Artha Mas Abadi Pati kepada pihak nasabah untuk 

melakukan pembiayaan dengan akad musyarakah dengan bentuk 

uang tunai pada BPRS dengan itu untuk menjalankan pembiayaan 

musyarakah dari pihak perusahaan akan meminta jaminan. Dari 

pihak nasabah agar tidak ada penyimpangan. Jaminan yang 

digunakan misalnya, sertifikat tanah, bangunan dan tanah, atau 

kendaraan yang bermotor. 

 Ketika menjalankan pembiayaan musyarakah pada PT. 

BPRS Artha Mas Abadi, mengenai porsi kerja bukanlah suatu hal 

yang bersyarat. Hal ini bisa dibuktikan dari, pembagian kontribusi 

modal, sebagaimana dari pihak perusahaan mengawasi nasabah 

selaku pelaku yang mengelola usahanya. 

 Keuntungan atau nisbah dibagikan kepada kedua belah 

pihak sesuai dengankesepakatan diawal kontrak akad. Apabila 

porsi modal yang diberikan oleh pihak nasabah lebih besar dari 

perusahaan maka nasabah akan mendapatkan keuntungan yang 

lebih besar, misalnya untuk nasabah 60% dan untuk perusahan 

40%. Jika nisbah yang didapatkan melebihi jumlah tertentu, maka 

dari pihak nasabah bisa mengusulkan bahwa kelebiihan itu boleh 

diberikan kepadanya. 

 Dalam hal kerugian maka, sesuai dengan hasil wawancara 

nasabah akan diberi waktu untuk mengganti kerugian tersebut 

meskipun tidak semua kerugian wajib ditanggung oleh nasabah. 

d. Berdasarkan Biaya Operasional dan Persengketaan 
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 Berdasarkan biaya operasional dan persengketaan, 

mengenai hal ini biaya operasional oleh para pihak ditanggung 

secara bersama-sama dari modal. Karena pada dasarnya, hal ini 

ditandai dengan adanya keterbukaan dari pihak nasabah ketika 

pengelolaan dana. Menurut wawancara yang telah penulis 

laksanakan, jika terjadi masalah persengketaan, maka dari pihak 

perusahaan dan pihak nasabah akan melakukan musyawarah untuk 

menyelesaikan masalah persengketaan tersebut. Tapi jika masalah 

tersebut tidak bisa terselesaikan melalui jalur kekeluargaan dengan 

musyawarah, maka masalah persengketaan tersebut diselesaikan 

melalui Badan Arbitrasi Syariah. 

e. Perhitungan Bagi Hasil57 

1. Identitas calon Nasabah 

a) Nama   : Margono 

b) Alamat Lengkap : Ds. Ngemplak Kidul Rt. 05/02, 

Kec. Margoyoso, Kab. Pati 

2. Maksud dan Tujuan Penggunaan Pembiayaan 

a) Jumlah Pembiayaan yang direkomendasikan : Rp 8.000.000 

(Delapan Juta Rupiah) 

b) Tujuan Pembiayaan : Biaya Tambahan Modal Kerja 

c) Jangka Waktu : 6 Bulan 

3. Karakter 

a) Spesifikasi Pekerjaan : Petani ketela di Desa Tegalharjo 

seluas 2 Ha 

b) Hubungan dengan Bank : Pihak Tidak Terkait 

4. Analisa Pengembalian Pembiayaan 

a) Pembiayaan yang direkomendasikan : Rp 8.000.000,- 

Dengan rincian sebagai berikut : 

1. Biaya pupuk : Rp 3.000.000,- 

                                                           
 57 Moh. Nurhadi (Koordinator Pemasaran), Wawancara Karyawan PT. BPRS 

Artha Mas Abadi Pati, pada Senin, 7 Maret 2022. 
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2. Biaya tenaga kerja : Rp 5.000.000,- 

3. Biaya overhead : - 

Total  : Rp 8.000.000,- 

b) Tersedia dana 

1. Biaya bibit  : Rp 700.000,- 

2. Biaya bacok, ketok, tanam : Rp 1.000.000,- 

3. Biaya overhead  : Rp 2.000.000,- 

Total   : Rp 3.700.000,- 

c) Kebutuhan dana  

= Rp 11.700.000,- 

d) Porsi penyertaan modal 

BPRS = 68,4% 

Nasabah = 31,6% 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa dan perhitungan pembiayaan diatas, kami 

berpendapat dan mengusulkan dengan ketentuan sebagai 

berikut58 : 

a. Tujuan Pembiayaan  : Biaya Tambahan Modal 

Kerja 

b. Jenis Pembiayaan  : Al Musyarakah 

c. Jenis Penggunaan  : Modal Kerja 

d. Sektor Ekonomi  : Pertanian 

e. Porsi Nisbah Bagi Hasil : Bank = 3,1% , Nasabah = 

96,9% 

f. Jangka Waktu Pembiayaan : 4 Bulan 

g. Cara Pembayaran  : Musiman 

Pokok    : Rp 8.000.000,- 

Proyeksi Bagi Hasil  : Rp 800.000,- 

Total Pelunasan  : Rp 8.800.000,- 

                                                           
 58 Bendel Persetujuan Pembiayaan Musyarakah PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati. 
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h. Agunan   : SPM Honda PCX tahun 

2019 dengan harga pasar bank senilai Rp 21.600.00,- 

i. Pengikatan Agunan  : Fiducia 

j. Biaya 

Administrasi   : Rp 149.000,- 

Materai   : Rp 18.000,- 

Asuransi   : Rp 20.000,- 

Pengikatan/Notaris  : Rp 100.000,- 

Total Biaya   : Rp 287.000,- 

Jadi total pembiayaan yang diterima oleh nasabah atas nama 

Bapak Margono yaitu sebesar : 

 Rp 8.000.000 – Rp 287.000 = Rp 7.713.000 

Dengan proyeksi bagi hasil : 

 Jangka waktu × 2,5% × jumlah pembiayaan 

4 bulan × 2,5% × Rp 8.000.000 = Rp 800.000 (Pembayaran 

bagi hasil bisa dibayarkan setiap bulan/pada saat jatuh tempo) 

6. Strategi Pemasaran59 

a. Mencari nasabah yang mempunyai sawah atau lahan pertanian 

b. Komunikasi eksternal dengan pihak pemilik lahan dalam rangka 

edukasi prinsip syariah maupun produk-produk yang ditawarkan 

c. Menawarkan berbagai produk perbankan syariah, bisa melalui 

langsung maupun informasi temen-temen karyawan 

d. Membuat produk baru yang sesuai dengan apa yang diinginkan 

dari kebutuhan nasabah 

e. Menciptakan pelayanan yang sangat baik, nyaman, maksimal agar 

calon nasabah menjadi nasabah bank langganan 

f. Menciptakan hal baru untuk menarik minat konsumen agar 

menjadi nasabah perusahaan 

                                                           
 59 Moh. Nurhadi (Koordinator Pemasaran), Wawancara Karyawan PT.  BPRS 

Artha Mas Abadi Pati, pada Senin, 7 Maret 2022 



76 
 

g. Selalu mengusahakan agar nasabah mempertahankan usaha yang 

bekerja sama dengan perusahaan dan berusaha mencari nasabah 

baru. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan diatas mengenai 

implementasi pembiayaan musyarakah pada petani ketela di PT. BPRS 

Artha Mas Abadi Pati, maka simpulan yang dapat diambil adalah : 

 Dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah ini PT. BPRS Artha 

Mas Abadi bertindak sebagai pemberi modal kepada para nasabah 

khususnya modal pertanian seperti ketela.  

 Implementasi akad musyarakah pada pembiayaan musyarakah di 

PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati diterapkan pada nasabah yang akan 

melakukan pembiayaan untuk usaha pertanian terutama pertanian ketela. 

Dengan implementasi sebagai berikut, pengenalan akad musyarakah 

kepada para nasabah, ketentuan pembiayaan, alur dan mekanisme, 

penerapan dan penentuan bagi hasil, serta strategi pemasaran yang 

digunakan. Dengan rincian penggunaan dana oleh nasabah sebagai 

berikut, pembiayaan untuk pembelian pupuk, bibit tanam, biaya tenaga 

kerja, biaya overhead, biaya tanam serta biaya perawatan tanaman ketela.  

B. Saran 

 Saran terkait implementasi musyarakah pada petani ketela di PT. 

BPRS Artha Mas Abadi adalah : 

1. PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati harus lebih bisa menunjukkan diri 

bahwa lembaga keuangan syariah ini memang yang terbaik di antara 

yang lainnya yang ada di daerah Kabupaten Pati. Agar dikenal 

masyarakat mencakup lingkungan luas. Berani untuk memberikan 

inovasi pada pembiayaan musyarakah dengan mulai menggencarkan 

merangkul lembaga keuangan syariah yang lainnya untuk bisa ikut 

serta bekerja sama dalam melakukan pembiayaan musyarakah. Sebab, 

ketika semakin dikenal masyarakat luas, maka semakin banyak yang 

berkontribusi dalam kegiatan pembiayaan musyarakah ini maka 
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kredibilitas dan keyakinan masyarakat akan perbankan syariah 

semakin meningkat.  

2. PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati diharapkan bisa mengembangkan 

dan menginovasi akad-akad dalam pembiayaan musyarakah ini, 

dengan akad yang lebih beragam yang sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan nasabah maka peluang bisnis juga semakin luas. Dan 

segenap keluarga besar PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati mampu 

mempertahankan dan meningkatkan kredibilitas,  profesionabilitas, 

antusias, integritas yang dimiliki sehingga bisa semakin maju dan 

berkembang. 

3. PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati dalam menerapkan akad musyarakah 

dan dalam menjalankan profit and loss sharing belum sesuai dengan 

ketentuan Fatwa DSN-MUI. Diharapkan lembaga ini untuk bisa 

menerapkan akad musyarakah yang sesuai dengan hukum Fatwa 

DSN-MUI agar segala operasional pembiayaan telah merujuk pada 

ketentuan Fatwa DSN-MUI dan kebijakan hukum ekonomi islam 

yang berlaku di Indonesia. 

4. Peneliti lain yang akan meneliti mengenai pembiayaan musyarakah 

pada petani ketela supaya mampu menggali informasi yang lebih dan 

beragam dari segala aspek maupun tinjauan penelitian, karena begitu 

luasnya peluang penelitian di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati 

ataupun lembaga lainnya. 

 

C. Penutup 

 Alhamdulillahirabbil’alamin, Tugas Akhir ini mampu penulis 

selesaikan dengan tepat waktu. Segala rasa dan ucapan terima kasih 

penulis sampaikan kepada segenap pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini. Tugas akhir ini masih jauh dari 

kesempurnaan dan kekurangan dari segala aspek. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya 
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Tugas Akhir ini. Dan penulis berharap Tugas Akhir ini mampu 

bermanfaat bagi semua pihak. 
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